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MOTTO

“Hai orang — orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku
tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(Q.S. Al Maidah : 8)*

“Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu
maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum
disalah satu masjid diantara masjid masjid Allah, mereka membaca kitabullah serta
saling mempelajarinya kecuali akan turunkepada mereka ketenangan dan rahmat serta
diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka dihadapkan para
malaikat”. (Hadits Abu Hurairoh radiyallahu ‘anhu) 2

! http://www.surat-yasin.com/2015/04/surat-al-maidah-ayat-8-dan-artinya.html
2 http://www.asmaul-husna.com/2015/09/hadist-menuntut-ilmu-hadis-tentang.html
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RINGKASAN

Prosedur Permohonan dan Penelitian Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 4
ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Singosari; Nabil Farabi, 140903101009; 2017: 80
halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas llmu Sosial dan Illmu Politik
Universitas Jember.

Penelitian Surat Setoran Pajak adalah suatu kebijakan yang diatur dalam
aturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 untuk menguji kebenaran
perlakuan administratif atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ini merupakan pajak yang bersifat final.
Artinya, pajak yang dibayarkan adalah pajak atas penghasilan tertentu yang diterima
atau diperolen dan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif tertentu dan Dasar
Pengenaan Pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh.
Pajak Penghasilan yang dikenakan, baik yang dipotong sendiri maupun dipotong
pihak lain, bukan merupakan pembayaran dimuka atas Pajak Penghasilan terutang
tetapi sudah langsung melunasi Pajak Penghasilan terutang untuk Penghasilan
tersebut. Dengan demikian, Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final
tidak akan dihitung lagi di Surat Pemberitahuan tahunan untuk dikenakan tarif umum
bersama — sama dengan penghasilan lainnya. Dengan kata lain, Pajak Penghasilan
final yang sudah dipotong atau yang sudah dibayar tersebut bukan merupakan kredit
pajak di Surat pemberitahuan tahunan.

Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan ini adalah Pajak yang harus dibayar oleh Pihak yang
menyerahkan atau yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan, dalam hal ini adalah

pihak pertama atau penjual. Indonesia menganut self assesment system yang dimana

Vii
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Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
kewajiban perpajakannya sendiri. Adanya Penelitian Validasi Surat Setoran Pajak ini
adalah untuk mengecek kebenaran dari penghitungan dan jumlah setoran yang
seharusnya dibayarkan. Untuk melakukan Penelitian Validasi Surat Setoran Pajak ada
beberapa peraturan yang mengatur tentang tata cara penelitian tersebut. Ada beberapa
faktor yang melatarbelakangi pemerintah untuk melakukan penelitian Surat Setoran
Pajak ini, salah satunya adalah penghitungan jumlah pajak yang seharusnya dibayar
yang tidak sedikit Wajib Pajak yang salah menggunakan Dasar Pengenaan Pajak dan
juga ada beberapa Wajib Pajak yang tidak mengetahui harga Nilai Wajar dari tanah
dan/atau bangunan tersebut. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan
adanya penelitian terhadap Validasi Surat Setoran Pajak.

Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis lakukan ini bertujuan untuk
mengetahui Prosedur Permohonan dan Penelitian Validasi Surat Setoran Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari ada beberapa keuntungan dan kekurangan
dari adanya prosedur permohonan dan penelitian Surat Setoran Pajak tersebut.
Keuntungan yang diperoleh adalah mampu meningkatkan penerimaan pajak dari
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan juga Wajib Pajak bisa lebih jujur dalam
melakukan kewajiban perpajakannya. Kekurangan dari Prosedur Permohonan dan
Penelitian Surat Setoran Pajak ini adalah kurangnya pengetahuan Wajib Pajak
terhadap peraturan perpajakan yang baru dan masih terdapat Wajib Pajak yang belum
jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

(Dilaksanakan Sesuai Dengan Surat Tugas Nomor 435/UN.25.1.2/SP/2017, DIl
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Jember)
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BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting
dalam permasalahan pembiayaan pengeluaran negara. Hampir 80 % semua
pengeluaran negara dibiayai dengan pajak. Melihat dari fungsi pajak yang
mempunyai fungsi budgetair, yang berarti pajak mempunyai fungsi pembiayaan atau
anggaran untuk membiayai semua pengeluaran yang dilakukan negara, maka negara
sangat perlu untuk meningkatkan berbagai potensi potensi yang bisa menggali
pertumbuhan sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Berdasarkan
data dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 dan 2016 ini menyatakan bahwa target
APBN selalu meningkat. Target penerimaan pada tahun 2015 dari sektor perpajakan
adalah sebesar 1.282,529 Triliun dan target penerimaan dari sektor perpajakan pada
tahun 2016 adalah 1.355,200 Triliun. Target yang sudah ditetapkan ini masih belum
bisa terealisasi 100%. Tahun 2015 hanya tercapai 1.055,269 Triliun atau hanya
tercapai 83 % dari target, sedangkan untuk tahun 2016 hanya tercapai 1.104,900
Triliun. Melihat dari tahun — tahun sebelumnya pemerintah atau Direktorat Jenderal
Pajak harus mampu terus menggali potensi — potensi yang bisa meningkatkan sumber
penerimaan negara dari sektor pajak agar nantinya kebutuhan atau pengeluaran
negara untuk biaya pendidikan, proyek pembangunan, dan semua pengeluaran yang

dilakukan oleh negara ini benar - benar bisa dinikmati oleh warga negara.

Penggalian potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak, ada banyak sekali
potensi di Indonesia yang memadai, salah satu potensi yang cukup menjanjikan untuk
tahun 2017 dan untuk tahun — tahun berikutnya adalah perkembangan bisnis properti
di Indonesia. Ada beberapa pakar ahli di bidang properti yang memprediksikan
bahwa pada tahun 2017 ini merupakan momen pergerakan pasar ke arah positif. Salah
satunya dikemukakan oleh Ali Tranghanda selaku Direktur Eksekutif Indonesia

Property Watch. Menurut Ali, pada skema property clock, Tahun 2017 merupakan
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fase upswing dimana minat pasar mulai bergairah disusul oleh penjualan dan

persaingan yang meningkat

Pesatnya bisnis properti ini didorong oleh kebutuhan pokok manusia akan papan,
disamping pangan dan sandang. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan utama yang
secara naluri harus terpenuhi. Tidak heran jika banyak orang mengidamkan punya
rumah idaman sendiri. Disamping itu dalam keperluan usaha, seseorang atau badan
usaha memerlukan tempat yang dapat digunakan untuk keperluan usahanya, misalnya
kantor, ruko ataupun gudang. Disamping itu, properti juga menjadi alternatif utama
untuk berinvestasi. Disamping harga yang relatif selalu naik dimassa yang akan

datang, juga dapat dijadikan bisnis bahan sewa yang mendatangkan keuntungan pasif.

Kondisi yang turut mempengaruhi iklim bisnis properti ini juga adalah adanya
regulasi pemerintah di bidang properti, termasuk didalamnya regulasi di bidang
perpajakan. Baik regulasi perpajakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah yang memberikan efek posiitif terhadap perkembangan bisnis ini.

Pengembangan rumah hunian merupakan lahan yang dominan dilakukan oleh
sebagian besar pengembang. Sangat tidak mengherankan apabila saat ini di daerah
daerah sub-urban maupun urban, misalnya Depok, Surabaya, dan juga Malang,
menjadi daerah tujuan pengembangan rumah hunian. Pengembang rumah hunian ini
pun bervariasi mulai dari rumah sangat sederhana hingga rumah mewah. Dengan
harga yang bervariasi inilah yang menyebabkan salah satu faktor kenapa bisnis
properti ini berkembang pesat. Selain itu juga banyak orang orang yang ekonominya

menengah ke bawah mampu untuk memenuhi pasar di bidang properti ini.

Melihat perkembangan usaha atau bisnis properti yang berkembang pesat dan
peredaran uang yang ada dalam bisnis properti ini tentu membuat pemerintah berpikir
untuk menarik pajak dari sektor ini lebih besar. Beberapa jenis pajak yang berkaitan
dengan bisnis properti, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, dan juga Bea Materai. Belum juga termasuk pajak
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daerah, misalnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan juga Pajak
Bumi dan Bangunan yang mungkin dikenakan tergantung pada regulasi masing-

masing daerah yang berbeda kebijakannya.

Salah satu regulasi pemerintah di bidang perpajakan ini adalah adanya perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran Pajak Penghasilan atas
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan menjadi Peraturan
Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 yang didalamnya ada penurunan tarif sebesar 2,5
% yang terdapat pada pasal 2 Peraturan tersebut. Dalam penerapan peraturan tersebut
yang dimulai dari per 1 Oktober 2016 tersebut secara langsung maupun tidak
langsung dapat menarik konsumen untuk turut aktif dalam bisnis properti ini. Secara
langsung apabila semakin banyak transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan tersebut maka semakin meningkat juga penerimaan dari Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat (2) tersebut.

Peran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus mampu untuk
melakukan pengawasan terhadap transaksi transaksi tersebut, karena melihat potensi
dari Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ini mulai dari tahun 2017 ke depan ini akan
meningkat dan target penerimaan pajak yang sudah direncanakan oleh Direktorat

Jenderal Pajak ini nantinya akan terpenuhi.

Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah
orang pribadi maupun badan yang melakukan transaksi jual beli atau pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan harus melakukan validasi Surat Setoran Pajak untuk
memeriksa kebenaran jumlah Pajak yang seharusnya terutang dan juga mencocokan
Nomor Transaksi Penerimaan Negara dengan sistem yang ada di bidang perpajakan.
Hal ini dilakukan karena memang masih banyak orang pribadi maupun badan yang
melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut yang

melakukan tax evasion atau penggelapan pajak.
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Dalam hal pemerintah melakukan pengawasan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan tersebut, pemerintah membuat kebijakan dan menetapkan
Peraturan Pemerintah no 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Pengalihan
Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang dimana dalam peraturan tersebut selain ada
penurunan tarif yang dikenakan kepada penjual atas pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan, ada juga dalam peraturan tersbut yang menegaskan bahwa setiap
ada transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan harus dilakukan penelitian

Surat Setoran Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama daerah letak objek berada.

Latar belakang adanya penelitian Surat Setoran Pajak ini adalah karena dalam
peraturan Nomor 71 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 48 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang di dalam peraturan tersebut tidak
ada peraturan yang mengikat bahwa setiap transaksi pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan tersebut harus diadakan penelitian Surat Setoran Pajak. Ketika
pada tahun 2015, yang dimana pada tahun tersebut Peraturan Nomor 71 tahun 2008
masih berlaku banyak kasus yang membuat negara mengalami kerugian. Kasus
tersebut yang pertama adalah banyak terjadi kebocoran dari penerimaan Pajak
Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut. kebocoran
tersebut adalah adanya Surat Setoran Pajak Palsu dan juga Wajib Pajak mengecilkan
nilai transaksi. Dalam 2 kebocoran tersebut akan berdampak negatif dan sangat
merugikan negara sehingga bisa menyebabkan penerimaan pajak menjadi kecil dan
nantinya akan menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Yang kedua
adalah Badan Pertanahan Nasional tidak mengisyaratkan adanya validasi Surat
Setoran Pajak sehingga tidak ada Wajib Pajak yang divalidasi karena memang secara
hukum tidak ada hukum yang mewajibkan adanya penelitian Surat Setoran Pajak.
Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016
untuk menegaskan bahwa setiap ada transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan harus melakukan permohonan penelitian Surat Setoran Pajak.
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Dalam hal permohonan penelitian Surat Setoran Pajak, ada beberapa prosedur
yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh orang pribadi atau badan yang melakukan
transaksi tersebut. Hal ini mengacu pada "PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENELITIAN SURAT
SETORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DANN/ATAU BANGUNAN”

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengambil judul
tentang “Tata Cara Permohonan dan Penelitian Surat Setoran Pajak
Penghasilan 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari menangani orang pribadi
atau badan yang ingin melakukan Permohonan dan Penelitian Surat Setoran
Pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat (PKN)

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilakasanakan oleh
mahasiswa untuk menyelesaikan program studi diploma Il Administrasi Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Illmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan
dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat.

1.3.1 Tujuan Praktek kerja Nyata

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata, sebagai berikut :

1) Mengetahui prosedur permohonan dan penelitian Surat Setoran Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas tanah dan/atau Bangunan
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

2) Mengetahui cara kinerja seksi ekstensifikasi dalam menangani orang pribadi atau
badan yang melakukan permohonan dan penelitian Surat Setoran Pajak di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari
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3) Mengetahui kendala — kendala dan upaya penyelesaian dalam penanganan orang
pribadi atau badan yang melakukan permohonan dan penelitian Surat Setoran

Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
a. Bagi Mahasiswa :
1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penanganan orang pribadi
atau badan yang melakukan permohonan dan penelitian validasi Surat Setoran
Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari
2. Agar dapat meningkatkan potensi dan keterampilan dalam bidang ilmu
perpajakan maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengerti tentang materi yang tidak diberikan di perkuliahan
4. Mengerti tentang sikap,disiplin, dan kerja sama ketika penulis berada
lingkungan kerja yang sebenarnya
b. Bagi Universitas
1) Menjalin kerja sama yang baik antara pihak Universitas Jember dengan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari
2) Dapat mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya

di Universitas jember khususnya di Program Studi Diploma 111 Perpajakan.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak
2.1.1 Definisi Pajak
Menurut Thajono dan Husein (Brotodihardjo 1993:5) dalam buku Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir

ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang — undang (dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Definisi lain yang dikemukakan oleh Thajono dan Husein (Munawir 1995: 3)
dalam buku Perpajakan, Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian
daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan,kejadian, dan perbuatan
yang memberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut
peraturanyang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,tetapi tidak ada jasa
timbal balik dari negaraa secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari definisi definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang
melekat dan beberapa unsur :

a. luran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa uang
(bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang atau dengan kekuatan serta aturan
serta pelaksanaannya.

c. Dalam pembayaran pajak — pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi
individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah
pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran —
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
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2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Prianatara dalam buku Perpajakan Indonesia

edisi revisi 2 (2013:4), yaitu :

a.

Fungsi budgetair (pendanaan)
Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak
yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan danan ke kas negara secara
optimal berdasarkan undang — undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini
disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis oertama kali
timbul. Fungsi budgetair adalah fungsi letaknya disektor publik dan pajak
merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam
kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran —
pengeluaran negara.

Fungsi regulair ( mengatur )

Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak yang digunakan sebagai

alat untuk mencapai tujuan — tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang

keuangan. Disebut juga dengan fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi
pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan
dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan
sebagai alat kebijaksanaaan untuk mencapai tujaun tersebut. meskipun bukan
menjadi fungsi utama, fungsi regulair pada ekonomi makro merupakan hal
penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dari pemerintah yang menjadi mitra
kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank sentral ( Bank Indonesia ).

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang yang mewah. Semakin mewah
suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga jual barang
tersebut lebih mahal. Pengenaan pajak atas barang mewah dimaksudkan agar
rakyat tidak berlomba — lomba mengkonsumsi barang mewah atau untuk
mengambil kekayaan dari orang yang mampu mengkonsumsi barang mewah

karena yang mampu membeli barang mewah adalah orang yang mampu.
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2. Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi

2.1.3

barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar
cadangan devisa negara dan mendorong investasti dan lapangan kerja di
dalam negeri (domestik)

Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu
bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta

percepatan pembangunan.

Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2016:7) dan Thajono (2000:7)

adalah sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya

1)

2)

Pajak Langsung

Yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang
bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian
admininstratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.
Contoh : pajak penghasilan

Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang bebannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak
ketiga atau orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Materai

b. Menurut Sifatnya

1)

2)

Pajak Subyektif

Yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti
memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Obyektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya,tanpa melihat keadaan diri Wajib
Pajak.
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Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pengeluaran Atas Barang
Mewah (PPnBM)

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1)

2)

2.14

Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PPNnBM, dan Bea

Materai

Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerah, diantaranya :

a) Pajak provinsi : pajak kendaraaan bermotor, dan pajak bahan bakar
kendaraan bermotor.

b) Pajak Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, pajak restoran, dan pajak Hiburan

Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9), yaitu :

a. Stelsel Pajak

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

N

Stelsel nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak didasakan pada obyek ( penghasilan yang nyata) sehingga
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah
penghasilan yang sesungguhnya diketahui Kebaikan stelsel ini adalah pajak
yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru
dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

Stelsel anggapan (fictieve stelse)

Pengenaan pajak didasarkna pada suatu anggapan yang diatur oleh undang —
undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya
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pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak
dapat dibayar selama tahun berjalan,tanpa harus menunggu pada akhir tahun.
Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada
keadaan yang sebenarnya.
3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,
kemudian pada akhir tahun pajak besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan
yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari
pada pajak menurut anggapan ,maka wajib pajak harus menambah.

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat dimintai kembali.

2.1.5 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:5) ada 5 teori yang menguatkan pemungutan

pajak, yaitu:

1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa,harta benda, dan hak — hak rakyatnya. Oleh
karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi
asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya
perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang
terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4. Teori Bakti
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Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari
bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut
pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah
tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat
dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian

kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

2.1.6 Asas Perpajakan

Berhubung pemungutan pajak dikenakan atas sebahagian kekayaan atau

pengeluaran seseorang atau sebagian keuntungan atau laba suatu badan ke kas negara

melalui atau berdasarkan wewenang pemerintah yang diberikan oleh Undang —

Undang, maka di dalam penyusunan Undang — Undang dan peraturan perpajakan

harus memperhatikan beberapa asas. Asas perpajakan yang sangat terkenal sampai

saat ini adalah yang berasal dari Adam Smith di dalam bukunya : “An iquiry in to the

nature and cause of the wealth of Nations”, bahwa pemungutan pajak harus

memenuhi empat syarat yang dikenal dengan nama “Four common of taxation” atau

“The four maxims” yaitu :

a.

b.

Asas Kesamaan atau Keadilan (Equality)

Asas equality berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan
secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak
(ability of pay) dan tidak diwajibkan bagi yang mereka tidak mampu membayar
pajak. Keadilan mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan bahwa jia
kita membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan
manfaat dari membayar pajak kepada Wajib Pajak yang membayar walaupun
timbal balik tersebut tidak dapat ditunjukkan secara langsung.

Asas Kepastian (Certainty)
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Dapat diartikan pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang — wenang.
Pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti oleh sebab itu dengan azas ini
diharapkan dengan Wajib Pajak dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang
terutang, dapat memperhitungkan besarnya pajak yang terutang secara pasti,
dapat membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang sebelum jatuh tempo.

c. Asas Kenyamanan (Convenience)
Maksud dari asas ini adalah Wajib Pajak membayar oajak tidak dalam kondisi
yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan dasar yang paling tepat bagi
Wajib Pajak untuk membayarkan pajak. Lebih jelasnya dapat diartikan bahwa
pemungutan pajak dilakukan pada saat diterimanya penghasilan yang disebut
Pay Aas You Earn.

d. Asas Ekonomi (Economy)
Bisa diartikan bahwa biaya pemungutan pajak dan biay pemenuhan kewajiban

bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin

Dalam rangka menciptakan keseimbangan menurut Mansury (1996) adalah dengan
memperhatikan seluruh kepentingan dengan memgang teguh tiga prinsip perpajakan

yaitu :

a. The Revenue Adequacy Principle
Prinsip ini diutarakan oleh Jesse Burkhead. Prinsip ini merupakan kepentingan
Pemerintah sebab salah satu tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai
kecukupan anggaran negara. Untuk apa memungut pajak kalau ternyata hasil
pemungutan pajak tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan
anggaran. Oleh karena itu, wajar saja jika Pemerintah menjalankan salah satu

fungsi pajak sebagai bugetair dalam rangka mencukupi kebutuhan anggaran.
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b. The Equity Principle
Prinsip ini merupakan kepentingan masyarakat sebab masyarakata atau Wajib
Pajak yang wajib memikul beban pajak membutuhkan kesamaan dan keadilan
dalam pemungutan pajak. Hukum pajak harus diterapkan tanpa pengecualian
bagi semua orang Wajib Pajak dalam keadaan yang sama. Terdapat dua makna
yang terkandung di dalamnya yaitu prosedural yang esensial dan substantif.
Prosedural berarti bahwa hukum harus diterapkan secara keseluruhan, apapun
status dari orang yang terlibat tersebut. hal ini berarti tidak ada seorangpun dapat
memperoleh perlakan khusus atau diskriminasi dalam penerapan hukum atau
dapat menolak hal — hal prosedural untuk menentang aplikasi hukum yang
dilakukan kepadanya, dan
c. The Certainty Principle

Prinsip ini merupakan kepentingan masyarakat dan pemerintah karena diatas
kepastian hukum baik pada aspek formal dan materiil dalam pemungutan pajak,
pemotongan pajak, pembayaran pajak, objek pajak, tarif pajak, dan lain — lain
harus ada dan tidak banyak menimbulkan interprestasi yang menguntungkan
salah satu pihak. Ketentuan perpajakan yang baik dapat meminimalisasi
perbedaan interprestasi dan ruang penghukuman pajak oleh regulator dan
eksekutor regulasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak karena
beda interprestasi. Tentu saja pengambilan kesimpulan oleh petugas pajak dari
beda interprestasi atas suatu regulasi yang belum secara eksplisit, jelas, tegas,
dan lengkap mengatur suatu masalah pajak adalah untuk menguntungkan
penerimaan pajak sedangkan Wajib Pajak sebaliknya ingin mendapat keuntungan
dari beda interprestasi tersebut. Jika Wajib Pajak keliru dalam
menginterprestasikan suatu regulasi yang masih belum secara eksplisit, jelas,
tegas, dan lengkap, maka Wajib Pajak akan menerima resiko sanksi administratif

dan koreksi pajak.
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2.1.7 Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9), yaitu :
Asas domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang
bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam
maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

a.

Adapun sistem pemungutan pajak menurut mardiasmo (2016:9), yaitu :
Official Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri — ciri dari sistem ini adalah :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
2) Wajib pajak bersifat pasif,
3) Utang pajak timbul stelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.
Self Assement System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib
pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
Ciri ciri dari sistem ini adalah :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak

sendiri,

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung,menyetor, dan melaporkan sendiri

pajak yang terutang,
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3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak

ketiga ( bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya

pajakyang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri dari sistem ini adalah :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak
ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.9 Sistem Perpajakan

Menurut Prianatara dalam buku Perpajakan Indonesia edisi revisi 2 (2013:10).

Terdapat tiga unsur pokok pemungutan pajak yang harus saling terkait satu sama

lainnya. Kesuksesan pelaksanaan administrasi perpajakan tergantung pada

keharmonisan ketiga unsur tersebut. ketiga unsur tersebut adalah :

1.

Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan unsur-unsur dari berbagai alternatif
perpajakan yang tersedia terhadap tujuan yang akan dicapai. Pemilihan unsur-
unsur tersebut berhubungan dengan siapa yang akan dikenakan pajak (subjek
pajak), apa yang akan dikenakan pajak (objek pajak), cara perhitungan dan
prosedur pajak. Kebijakan perpajakan juga harus mempertimbangkan strategi
pembangunan nasional, ekonomi makrp, dan aspek ekonomi, sosial, dan politik.
Undang — Undang Pajak

Dari berbagai kebijakan perpajakan yang dapat dipilih oleh regulator —
Kementrian Keuangan dan agar dapat memberikan keepastian hukum tentang
pemungutan pajak, kebijakan perpajakan harus dirumuskan dalam suatu
peraturan formal yang disebut dengan Undang — Undang perpajakan dan
peraturan pelaksanaannya. Undang — Undanng yang baik harus mudah
dimengerti dan mudah dipahami sehingga tidak menyusahkan pembuat dan

pemakai undang — undang itu sendiri. Dalam konteks Negara Indonesia, bahkan
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pemungutan pajak harus melalui Undang —Undang sesuai amanat konstitusi pasal
23A Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Perubahan
Ketiga Undang — Undang Dasar menyebutkan “pajak dan punguttan lain yang
bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang — Undang”
artinya pemungutan pajak harus melalui pembahasan dengan wakil rakyat di
DPR.

Administrasi Perpajakan

Administrasi pajak merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan kebijakan
perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku. Administrasi pajak merupakan
kunci bagi berhasilnya kebijakan perpajakan. Administrasi perpajakan
merupakan merupakan prosedur atau tata cara yang lebih rinci dan ketika teknis
yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam undang —
undang. Misalnya, bagaimana prosedur mendaftar sebagai Wajib Pajak, prosedur

mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.

2.1.10 Dasar Terselenggaranya Administrasi Pajak Yang Baik

Menurut Prianatara dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2

(2013:11) menyebutkan bahwa Dasar — dasar terselenggaranya administrasi pajak

yang baik menurut Mansury (2002) ada empat yaitu :

a.

Adanya kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang — undang yang
memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan kepada Wajib Pajak
sehingga mewujudkan kepastian hukum.

Adanya kesederhanaan baik dalam perumusan yuridis yang memberikan
kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh
aparatur dan pemenuhan kewajiban oleh Wajib Pajak.

Adanya reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis dengan
mempertimbangakan tujuan tercapainya efisien dan keefektifan administrasi

perpajakan.
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Administrasi pajak yang efektif dan efisien. Informasi yang lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan merupakan kunci dari administrasi pajak yang efektif

dan efisien.

Sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan

pajak secara adil. Sebaliknya jika administrasi pajak itu tidak ditunjang dengan oleh

sistem informasi yang efektif, maka akan mengakibatkan ketimpangan, yaitu ada

subjek pajak yang seharusnya menjadi Wajib Pajak tetapi tidak terdaftar dalam

administrasi perpajakan, sehingga penyelenggaraan pemungutan menjadi tidak adil.

2.1.11 Saat Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Priantara dalam buku perpajakan indonesia edisi revisi 2 (2013:13)

ada 3 hal yang menyebabkan berakhirnya utang pajak, yaitu :

1.

2.

Apabila sudah dilakukan pembayaran pajak

Sesuai kebiasaan umum, utang berakhir karena adanya pelunasan secara tunai
atau dengan penyerahan harta non tunai. Pelunasan utang Pajak tidak dilakukan
dengan penyerahan harta non tunai kecuali jika terhadap Wajib Pajak yang
memiliki tunggakan utang pajak telah dikenakan penyitaan dan pelelangan atas
harta bendanya guna melunasi tunggakan tersebut.

Apabila Dilakukan Kompensasi Karena Kelebihan Pembayaran Pajak
Kompensasi ini sebenarnya adalah bentuk offset atau penandingan karena Wajib
Pajak memiliki tagihan kelebihan pembayaran suatu jenis pajak sedangkan Wajib
Pajak tersebut juga memiliki utang atas jenis pajak yang lain. Oleh karena itu,
penyelesaian utang pajak dimaksud adalah dengan mengkompensasikan utang
pajak dengan kelebihan pembayaran pajak. Ini artinya setiap ada permintaan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, Direktorat Jenderal
Pajak akan memenuhinya selagi Wajib Pajak benar benar tidak memilik utang

pajak.
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3. Daluarsa

a)

b)

Dalam hal tidak diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak
maka daluarsanya utang pajak adalah merujuk pada Pasal 13 ayat (4)
Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang
menyebutkan,”’besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib
Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ), setelah saat
terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau
tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak”.

Dalam hal diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak maka
daluarsa utang pajak adalah merujuk pada Pasal 22 ayat (1) Undang —
Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyebutkan, “Hak untuk
melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya
penagihan pajak, daluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB) serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali (PK). Daluarsa
penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat
Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan
permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali,
daluarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal Penerbitan
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,
atau Putusan Peninjauan Kembali. Namun demikian jangka waktu tersebut

tidak berlaku jika kondisi sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2).

4. Pembebasan atau Penghapusan Utang Pajak

Utang pajak dapat berakhir karena adanya pembebasan atau penghapusan utang

pajak oleh Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak). Hal ini dapat dijumpai pada
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pasal 24 Undang — Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyebutkan,
“tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”. Menteri Keuangan mengatur tata
cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak
dapat ditagih lagi, antara lain Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai
harta kekayaan atau warisan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses
pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi syarat lagi sebagai subjek
pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak yang telah daluwarsa.

2.1.12 Surat Setoran Pajak

A. Pengertian Surat Setoran Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:42) Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
e Fungsi SSP

Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan
oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah

mendapat validasi.

e Tempat Pembayaran dan Penyetoran
1. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

2. Kantor Pos

2.1.13 Nomor Pokok Wajib Pajak
Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan,
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
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atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Menurut Mardiasmo (2016:29) Nomor Pokok Wajib Pajak ini adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor Pokok Wajib Pajak ini
berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan untuk menjaga
ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan
sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak untuk
dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib
Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan
mengenai subyek pajak dalam Undang — undang pajak pengasilan 1984 dan
perubahannya.

Persyaratan obyektif adalah persyaratan bagi subyek pajak yang menerima
atau  memperoleh  penghasilan  atau  diwajibkan  untuk  melakukan
pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan
1984 dan perubahannya.

Tempat pendaftaran dilakukan pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang
pribadi pengusaha tertentu.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula pada wanita kawin yang
dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum
atau dikehendaki secara tertuis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan
harta.

Wanita kawin selain tersebut diatas dapat mendaftrakan diri untuk

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin
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tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari
hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara
jabatan apabila Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subyektif dan objektif tidak
mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban perpajakan bagi Wajib
Pajak yang dterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dimlaii sejak Wajib
Pajak memnuhi persyaratan Subyektif dan Obyektif sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang — undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum
diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memeperoleh NPWP dibatasi jangka
waktunya karena hal ini berkaitan dengan saat pajak teruntang dan kewajiban
mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah :

a) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri palig lambat 1 (satu)
bulan setelah saat usaha mulai dijalankan;

b) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak
melakukan perkerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan
suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak,
wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan
NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan.

Sanksi yang dikenakan apabila orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan
diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau
menggunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara dapat diekanakan sanksi dengan pidana penjara
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
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Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana
apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat
1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak dalam
rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau
pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan
dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi
yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling
banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau
pengkreditan yang dilakukan.

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok
Wajib Pajak bisa melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan
oleh Direktur Jenderal Pajak apabila :

a. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak
dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan
subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan;

b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;

c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah
tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dalam hal suami dari
wanita tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;

d. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;
atau

e. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok
Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif

dan/atau objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
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2.2 Pajak Penghasilan
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Priantara dalam buku Perpajakan Indonesia edisi revisi 2 (2013:171)
Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikelola Pemerintah Pusat dan memberikan
kontribusi signifikan kepada penerimaan negara yang dimana dalam pengenaan
pajaknya dikenakan terhadap subjek pajak berdasarkan pendapatan atau penghasilan

dari dalam tahun berjalan atau bagian tahun pajak.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan
Dasar Hukum Pajak Penghasilan adalah Undang — Undang Nomor 7 tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perjalanannya, Undang — Undang Pajak
penghasilan ini beberapa kali diubah, yaitu :
1. Undang — Undang Nomor 7 tahun 1983 diubah menjadi Undang — Undang
nomor 16 tahun 2000 pada perubahan kedua;
2. Undang — Undang Nomor 16 tahun 2000 diubah menjadi Undang — Undang
nomor 17 tahun 2000 pada perubahan ketiga;
3. Undang — Undang Nomor 17 tahun 2000 diubah menjadi Undang — Undang
nomor 36 tahun 2008 pada perubahan terakhir sampai sekarang.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan
Menurut Undang — Undang Nomor 36 tahun 2008 yang menjadi Subjek Pajak
adalah:
1. Orang Pribadi
Merupakan subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia
ataupun diluar Indonesia.Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

menggantikan yang berhak.
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Warisan yang belum terbagi satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti,
menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang
belum terbagi sebagai subjek pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas
penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Warisan
yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam
negeri mengikuti status pewaris. Apabila warisan tersebut sudah terbagi, maka
kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Sedangkan, warisan yang
belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar
negeri yang telah meninggal dunia yang tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, tidak
dianggap sebagai subjek pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut melekat pada objeknya.
Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan subjek pajak yang perlakuan
perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk Usaha Tetap
(BUT) adalah suatu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang
tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan di Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat (5) UU No 36
tahun 2008.

Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun,firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk Usaha

Tetap.
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2.2.4 Bukan Subyek Pajak Penghasilan
Yang tidak termasuk Subyek Pajak Penghasilan adalah :

a. Kantor perwakilan negara asing;

b. Pejabat — pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain
dari negara asing dan orang orang yang diperbantukan kepada mereka yang
bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan
warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh
penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik;

c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat :

a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan

b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan
dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya
berasal dari iuran para anggota;

b. Pejabat — pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana tersebut
dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan
usaha,kegiatan,atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari

Indonesia.

2.2.5 Obyek Pajak Penghasilan

Obyek pajak meliputi penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, termasuk :
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
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gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan

lain dalam Undang-undang;

Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

Laba usaha;

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk :

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau
anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. Keuntungan  karena likuidasi, penggabungan,peleburan  pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam
bentuk apa pun;

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan,
kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat
dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,
koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara
pihak — pihak yang bersangkutan;

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan;

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan

pembayaran tambahan pengembalian pajak

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian

utang;

Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi;
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h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i.  Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

J.  Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan peraturan tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

I.  Keuntungan selisih kurs uang mata asing;

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. Premi asuransi;

0. luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri
dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan
pajak;

g. Penghasilan dari usaha Syariah;

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang — Undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s.  Surplus Bank Indonesia.

2.2.6 Pajak Penghasilan yang bersifat final

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) juga merupakan objek pajak dan ats penghasilan-
penghasilan tersebut diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya, yakni
dikenai pajak bersifat final berdasarkan pertimbangan — pertimbangan, antara lain :

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan
surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggota koperasi orang pribadi;

b. Penghasilan berupa hadiah undian;

c. Penghasilan dari hasil transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif
yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan
penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan

modal ventura;
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Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan,
usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;
dan

Penghasilan tertentu lainnya

2.2.7 Bukan Obyek Pajak

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan :
Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang
diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan kegamaan yang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh
penerima sumbangan yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasdaan diantara pihak — pihak yang
bersangkutan;
Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat, badan kegamaann, badan pendidikan, badan sosial termasuk
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak — pihak yang bersangkutan;
Warisan;
Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham
atau penyertaan modal;
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau
pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang
dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma

penghitungan khusus (deemed profit);
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Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
suransi bea siswa;

Dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib
pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada
badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan (laba setelah dikurangi
dengan pajak)

b. Bagi perseroan terbatas, BUMN, atau BUMD yang menerima deviden,
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%
dari jumlah yang disetor.

luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun

pegawai;

Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension yang pendiriannya

telah disahkan Menteri Keuangan dalam bidang — bidang tertentu;

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma, dan kongsi

termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa

bagian laba dari badan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau

kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha teersebut :

a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menegah, atau yang menjalankan

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
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12. Beasiswa yang diterima atau diperolen WNI dari Wajib Pajak pemberi beasiswa
dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang
dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang
bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau di bidang penelitian dan
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/
atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun
sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;

14. Bantuan dan santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) kepada wajib pajak atau anggota masyarakat yang tidak mamu

atau sedang mendapat bencana alam atau tertimpa musibah.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Penjelasan menurut buku perpajakan indonesia edisi revisi 2 Diaz Priantara
(2013 : 387) Berdasarkan Undang — Undang Pajak penghasilan terdiri dari yang
merupakan objek Pajak Penghasilan dan penghasilan yang bukan objek Pajak
Penghasilan. Pengenaan Pajak Penghasilan yang merupakan objek pajak dilakukan
dengan dua cara.

a. Pertama, dikenakan Pajak Penghasilan secara umum dengan menggunakan tarif
umum (tarif pasal 17) dan perhitungan pengenaannya dilakukan melalui Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

b. Kedua,dikenakan Pajak Penghasilan secara final dengan menggunakan tarif

tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
Pengenaan Pajak Penghasilan secara final mengandung arti bahwa atas
penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh akan dikenakan Pajak Penghasilan

dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan
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tersebut diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang dikenakan, baik yang
dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di
muka atas Pajak Penghasilan terutang tetapi sudah langsung melunasi Pajak
Penghasilan terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang
dikenakan Pajak Penghasilan final tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilan nya di
Surat Pemberitahuan tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan
penghasilan lainnya atau penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final harus
dikeluarkan atau dikecualikan dari penghasilan — penghasilan yang akan dikenakan
Pajak Penghasilan dengan tarif umum. Dengan kata lain, Pajak Penghasilan final
yang sudah dipotong atau dibayar tersebut bukan merupakan kredit pajak Surat

Pemberitahuan tahunan.

2.3.2. Subyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan
Subyek Pajak Penghasilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun
2016 Pasal 3 ayat (1) adalah Orang Pribadi atau badan yang menerima penghasilan

dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.3.3. Kewajiban Subyek Pajak dan Pejabat Yang Berwenang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 pasal 3 ayat (1)
Orang Pribadi atau badan yang menerima penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan wajib menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang ke
bank/pos persepsi sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang. Namun jika transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
melibatkan bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat
yang menyetujui tukar — menukar, orang pribadi atau badan yang menerima atau
memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tidak

wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang melainkan Pajak
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Penghasilan yang dipungut dan disetorkan oleh bendaharawan atau pejabat yang
melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar — menukar.

Pembayaran Pajak Penghasilan Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan :

1. Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran;
2. Sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 pasal 3 ayat (5)
Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau
risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya
dibuktikan oleh orang pribadi atau badan dimaksud bahwa kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi Surat Setoran
Pajak atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat
Setoran Pajak yang bersangkutan yang telah dilakukan penelitian oleh Kantor

Pelayanan Pajak.

Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian,
kesepakatan atau risalah lelang wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai
penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang
dimaksud pejabat berwenang adalah Notaris, PPAT, Camat, Pejabat Lelang atau

pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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2.3.4. Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 Pasal 1 menjelaskan

bahwa obyek Pajak Penghasilan 4 ayat (2) adalah :

1.

Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah penghasilan

yang diteria atau diperoleh oleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau

bangunan melalui penjualan, tukar — menukar, pelepasan hak, penyerahan hak,

lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari perjanjian

pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya. Maksud

dari beserta perubahannya adalah penghasilan dari :

a. Pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengiatan jual beli
pada saat pertama kali ditandatangani;

b. Pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli
sebelum terjadinya perubahan atau addendum perjanjian pengikatan jual beli,
atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli

tersebut.

2.3.5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 pasal 2 menjelaskan

besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari

pengalihan hak dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan

adalah sebesar :

a.

2,5 % dari jumalh bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau
Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya

melakukan pengalihan hak atas tanah dan/bangunan;
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1 % dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa
Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib
Pajak yang usaha pokoknya adalah melakukan pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan;atau

0 % atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah, Badan
Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau
Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus dari Kepala

Daerah.

Nilai Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari pengalihan hak adalah

Nilai berdasarkan keputusan pejabat yang erwenang, dalam hal pengalihan hak
kepada pemerintah;

Nilai menurutu risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan
lelang (Vendu Reglement Staatsblad Tahun 1908 Nomor 190 beserta
perubahannya);

Nilai yang seharusnya diteriman atau diperoleh, dalam hal pengalihan ha katas
tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi dengan
hubungan istimewa, selain pengalihan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b;
Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi
hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b; atau

Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, dalam
hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui tukar —
menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang
disepakati antara 2 pihak.
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Dasar Pengenaan Pajak dari pengikatan jual beli adalah jumlah nilai bruto,

yaitu :

Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas
tanah dilakukan melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan
istimewa;

Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang dipengaruhi

hubungan istimewa.

2.3.6. Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak

1.

Penghasilan adalah :
Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena
Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan
jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp. 60.000.000,00 dan bukan
merupakan jumlah yang dipecah — pecah;
Orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
dengan cara hibah kepada keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat,
badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi
atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut
tidak ada hubungannya dengan usaha,pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan
antara pihak — pihak yang bersangkutan;
Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan
cara hibah badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,
koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang
hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha,pekerjaan, kepemilikan atau
penguasaan antara pihak — pihak yang bersangkutan;
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4. Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris;

5. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam
rangka penggabungan, peleburan, pemekaran usaha yang telah ditetapkan
Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku;

6. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan
dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna,
atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan;

7. Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan

pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.

2.4 Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak
2.4.1 Pengertian Penelitian

Menurut Moh. Nasir, Ph.D. dalam buku Metode Penelitian (1999:13) Penelitian
adalah terjemahan dari kata inggris research. Dari itu ada juga ahli yang
menerjemahkan research sebagai riset. Research itu sendiri berasal dari kata re, yang
berarti ‘kembali” dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian arti
sebenarnya dari research atau riset adalah “mencari kembali”.

Menurut kamus Webster’s New International, penelitian adalah penyelidikan
yang hati — hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip — prinsip; suatu
penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu. Menurut ilmuwan Hillway
(1956) penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui
penyelidikan yang hati — hati dan sempurna terhadap suatu masalah. Sehingga
diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Whitney (1960)
menyatakan bahwa di samping untuk memperoleh kebenaran. Dengan demikian
penelitian merupakan suatu metode untuk meneukan kebenaran, sehingga penelitian
juga merupakan metode berpikir secara kritis.

Whitney mengutip beberapa definisi tentang penelitian yang diturunkan di

bawah ini:
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a. Penelitian adalah pencarian atas sesuatu (inquiry) secara sistematis dengan
penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah — masalah yang
dapat dipecahkan. (Parsons, 1946)

b. Penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objek yang jelas untuk
menemukan hubungan antarfakta dan menghasilkan dalil atau hukum. (John,
1949)

c. Penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga
merupakan sebuah pemikiran kritis (critical thinking). Penelitian meliputi
pemberian definisi dan redefinisi terhadap asalah, memformulasikan hipotesa
atau jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya
mengadakan pengujian yang hati — hati atas semua kesimpulan untuk
menentukan apakah cocok dengan hipotesa. (Woody, 1972)

Dalam hubungannya dengan definisi penelitian, Gee (1957) memberikan

tanggapannya sebagai berikut :

”Dalam berbagai definisi penelitian, terkandung ciri — ciri tertentu yang lebih kurang
bersamaan. Adanya suatu pencarian, peyelidikan atau investigasi terhadap
pengetahuan baru, atau sekurang — kurangnya sebuah pengaturan baru atau
interprestasi (tafsiran) baru dari pengetahuan yang timbul. Metode yang digunakan
bisa saja ilmu atau tidak. Tetapi pandangan harus kritis dan prosedur harus sempurna.
Tenaga bisa saja signifikan atau tidak. Dalam masalah aplikasi, maka nampaknya
aktivitas lebih banyak tertuju kepada pencarian (search) daripada suatu pencarian
kembali (re-search). Jika proses yang terjadi adalah hal yang selalu diperlukan, maka
penelitian sebaiknya digunakan untuk menentukan ruang lingkup dari konsep dan
bukan kehendak untuk menambah definisi terhadap definisi definisi telah begitu

banyak.”
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Dari beberapa pendapat para ahli tersbut, penulis dapat menyimpulkan bahwa
penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari kebenaran melalui

metode berpikir secara kritis.

2.4.2 Pengertian Prosedur

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahap kegiatan untuk
penyelesaian suatu aktivitas. Atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam
memecahkan suatu masalah.

Prosedur didefinisikan oleh Puspitawati dan Anggadini (2011:23) dalam buku
yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” sebagai berikut :

“serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan
urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu
permasalahan”.

Menurut Mulyadi (2015:5) dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi
mengemukakan bahwa :

“prosedur adalah kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu
departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam
transaksi perusahaan yang terjadi berulang.

Menurut Nafarin (2009:9) dalam buku Penganggaran Perusahaan menjelaskan
bahwa :

“prosedur adalah urut-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna
menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai prosedur, maka penulis
mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah — langkah
pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu
departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam

terhadap suatu masalah yang terjadi.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata
Pelaksanaan Praktek Kerja Nyta dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Singosari Jalan Randuagung Nomor 12 Singosari Malang pada bagian

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan dan Seksi Pelayanan.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan Surat Tugas
Nomor : 435/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 01 Maret sampai
dengan 31 Maret 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam

kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Singosari

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat
(1) ) ©)
Senin — Kamis 07.30 - 16.00 11.30 - 13.00

Jum’at 07.30 - 16.00 11.15-13.30

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan
Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir

oleh penulis dengan judul “Prosedure Permohonan dan Penelitian Validasi Surat
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Setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Pengalihan Hak Atas Tanah

dan/atau Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari”. Sehingga

pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada beberapa

seksi yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya :

a. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan
Pada seksi ini penulis diberi tugas oleh petugas yang bersangkutan untuk
melakukan tugas yang menjadi salah satu tugas pokok utama seksi ini, tugas
tersebut diantaranya merekam validasi Surat Setoran Pajak. Pada seksi ini
penulis juga bisa menanyakan tentang manfaat adanya perekaman validasi
Surat Setoran Pajak.

b. Seksi Pelayanan
Pada seksi ini penulis diberi tugas oleh petugas yang bersangkutan untuk
melaksanakan tugas perekaman berkas yang ada di ruang berkas mulai dari
perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26, Pajak
Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, dan juga Pajak
Pertambahan Nilai. Selain Surat Pemberitahuan masa, penulis juga diberi
tugas merekam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang
Pribadi 1770, 1770 S, 1770 SS dan juga 1771.

3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata
Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan
beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Ada
beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Singosari yaitu Sholat Dzuhur berjamaah. Untuk hari Jum’at minggu pertama
awal bulan ada kegiatan olahraga. Selain itu setiap hari kamis setelah Sholat
Ashar berjamaah ada pengajian dari ustadz yang dihadirkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Adapun kegiatan penulis selama berada di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari yang dapat dilihat di dalam Tabel

3.2.2 di lampiran.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

42

3.3 Jenis dan Sumber Data
1.3.1 Jenis Data

Jenis — jenis data menurut sumbernya terdiri atas data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh
perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk
kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan
oleh studi — studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain.
Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip — arsip

resmi.

Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan
menurut sumbernya, penulis menggunakan data primer yaitu data yang
dikumpulkan oleh penulis sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum
pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode
waktu tertentu yaitu penulis melakukan wawancara kepada Kepala Seksi
Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan Bapak Samudro Budiono dan kepada
pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan yaitu Shanti
Woulandari, Kharisma Adji Rama dan juga Restu Imansari Kusumaningrum.
Penulis mengumpulkan data menurut sumbernya, penulis juga menggunakan data
sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan penulis itu sendiri.
Data ini berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Singosari, salah satu contohnya adalah target dan realisasi penerimaan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dan berkas berkas yang dikumpulkan
oleh Wajib Pajak yang langsung diambil dari Seksi Pusat Data dan Informasi
(PDI)
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1.3.2 Sumber Data
Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah
sebagai berikut :
a. Data Primer
Adalah data yang diperoeh langsung dari fiskus. Data primer ini diperoleh
dari data — data terkait dengan penelitian Surat Setoran Pajak seperti SPPT
PBB, SSP, Akta Jual Beli, dan lain — lain
b. Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang
memperkuat data primer, sumber data sekunder ini seperti artikel, jurnal, dan

lain — lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Pelaksanaan Praktek Kerja

Nyata ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka
Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku,
internet, observasi,sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan
Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Sampling
Sampling yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan contoh
(sampel) Wajib Pajak Orang Pribadi. Penulis menggunakan metode pemilihan
sampel bertujuan (Purposive Sampling) dengan jenis pemilihan sampel
berdasarkan pertimbangan yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara
tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan
tertentu umunya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Supomo,
2014:130). Sampel yang digunakan penulis yaitu Wajib Pajak yang langsung
validasi tanpa adanya penelitian dan Wajib Pajak yang harus dilakukan

penelitian sebelum di validasi.
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c. Observasi
Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis
dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala
yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi
data — data Wajib Pajak yang terkait dengan Penelitian Surat Setoran Pajak.

d. Wawancara
Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan
berlangsung antara narasumber dan pewawancara (penulis). Tujuan dari
wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber
yang terpercaya. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan
wawancara kepada beberapa narasumber yaitu Kepala Seksi Ekstensifikasi

dan beberapa pelaksana Seksi Ekstensifikasi.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Singosari tentang Prosedur Permohonan dan Penelitian Surat Setoran Pajak

Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dapat beberapa

kesimpulan yang bisa diambil oleh penulis. Diantaranya :

1. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum melakukan permohonan,
yaitu Wajib Pajak harus menghitung dan menyetor jumlah pajak yang
seharusnya terutang.

2. Terdapat 2 jenis penelitian Surat Setoran Pajak, yaitu penelitian tanpa
penelitian lapangan dan penelitian dengan penelitian lapangan.

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dalam melaksanakan prosedur
permohonan dan penelitian Surat Setoran Pajak dan memberikan pelayanan
terhadap Wajib Pajak sudah baik.

4. Perkembangan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang

dilakukan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari cukup besar.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Singosari tentang Prosedur Permohonan dan Penelitian Surat Setoran Pajak
Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, ada beberapa
saran yang bisa diberikan oleh penulis, diantaranya adalah :
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari lebih persuasif dan mampu
meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari harus mampu meningkatkan
Sumber Daya Manusia dan mampu bekerja sama dengan pejabat yang
berwenang seperti Notaris, Camat, dan pihak-pihak yang berwenang.
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Peraturan Pemerintah. 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016
Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya. Jakarta: Kementrian

Sekretariat Republik Indonesia.
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Lampiran 1 : Surat Permohonan Tempat Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586

Jember 68121
Nomor : 4331/UN25.1.2/SP/2016 24 November 2016
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari
Il Raya Randu Agung No. 12, Randu Agung, Singosari
Malang

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa
kami di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Adapun nama mahasiswa yang akan
mengikuti kegiatan magang adalah :

' No ~ NAMA ~ NIM | ProgramStudi )
| L. | Nabil Farabi 140903101009 | Diploma II1 Perpajakzln 7#’
L 2. | Syarif Hidayatullah ﬁ 1470903107170»32__7 Diploma Il Perpajakan |

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan ke§ediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan {
Wakil Dekan/I, [

. |
< \ |

—
< et b
Drs. Himawan|Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001
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Lampiran 2 : Surat Balasan Permohonan Magang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR il
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI

JALAN RAYA RANDUAGUNG NO.12 SINGOSARI, MALANG 65153
TELEPON (0341) 429923-24; FAKSIMILE (0341) 429950; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor . 8- 24215 \WPJ.12/KP.10/2016 02 Desember 2016
Sifat . Biasa '
Hal . Konfirmasi Untuk Melakukan Magang

Yth. Dekan Fakultas limu Sosial dan limu Politik
Universitas Jember

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto

Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 4331/UN25.1.2/SP/2016 tanggal 24 November
2016 hal Permohonan Tempat Magang, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat memberikan
kesempatan kepada Mahasiswa Universitas Jember sebanyak 2 Mahasiswa, yaitu:

No. Nama NIM Program Studi
1 Nabil Farabi 140903101009 Diploma Il Perpajakan
2 Syarif Hidayatullah 140903101032 Diploma Il Perpajakan

untuk melakukan Magang Kerja mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari sepanjang tidak menggangu pekerjaan rutin kantor
dan tidak menyangkut rahasia jabatan dalam ruang lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Demikian kami sampaikan.

RmiMd Yunus
95908141982031002 ‘

Kp.: KP.10/KP.1001
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Lampiran 3 : Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto

Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121

Email : fisip @unej.ac.d

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari nomor :
S$-34215/WPJ.12/KP.10/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Konfirmasi Untuk
Melakukan Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

SURAT TUGAS

Nomor : 435/UN25.1.2/SP/2017

No | NAMA NIM Program Studi
1. | Nabil Farabi 140903101009 Diploma III Perpajakan
| 2. | Syarif Hidayatullah 140903101032 Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, mulai

tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

2. Kaprodi Diploma Il Perpajakan
3. Mahasi yang Ber:
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Lampiran 4 : Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JI. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 ‘ Al

SURAT TUGAS

Nomor: 436/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas [Imu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Aryo Prakoso, SE.,M.S.A. Ak
NIP : 198710232014041001
Jabatan : Tenaga Pengajar

Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, Il/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas llmu Sosial
dan [Imu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, terhitung
mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2017. Adapun nama mahasiswa sebagai

B berikut :

) No NAMA NIM Program Studi
1. | Nabil Farabi 140903101009 Diploma III Perpajakan
2. | Syarif Hidayatullah 140903101032 Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

/i

/ |

Lo 208 A ! T
"r—s,:,gum'afwan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001
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Lampiran 5 : Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOG]I, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 1104/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D Il Perpajakan
Fakultas llmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas [lmu Sosial
Dan llmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

T
PANGKAT/ JABATAN | KETERANGAN

0
Ne HANMA GOLONGAN
1 | Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M. Pembina
NIP. 197508252002121002 IV/a eleor Kepela bRy

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama

NIM

Program Studi
Judul

: Nabil Farabi

: 140903101009

: D 11l Perpajakan

. Prosedur Permohonan dan Penelitian Validasi Surat Setoran Pajak Penghasilan

Pasal 4 Ayat 2 Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Pada Kantor
Pelayanan Pratama Singosari

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan

Ditetapkan di Jember
- PAda Tanggal : 16 Maret

»“ADr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195806101987021002F

1. Kasubag. Pendidikan
2. Mahasiswa yang bersangkutan

B l’ertinggal/{
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Lampiran 6 : Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata

!

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121

Email ; fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

| I
F NO. ' INDIKATOR PENILAIAN ANGI:(,:L — HURUF
| 1 | Penguasaan Materi Tugas 93 A
2 Kemampuan / Kerjasama 93 A
3 | Etika 95 A
4 Disiplin 95 A
NILAI RATA - RATA i 7!1 A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

. Nabil Tarabl

Nama
NIM
Jurusan

Yang Menilai
Nama

: [lmu Administrasi
Program Studi : Diploma I1I Perpajakan

NI

Ketor  LOtratini

PEDOMAN PENILAIAN :

[NO.| ANGKA [HURUF KRITERIA
1| 280 A Istimewa
2 | 75<AB<80 AB Sangat Baik

3 | 70sB<75 B Baik

4 | 65<BC<70 BC Cukup Baik
5 60 =C< 65 C Cukup

6 | 55sCD<60 CcD Kurang

7 50=D< 55 D Kurang

8 | 45sDE<50 DE | Sangat Kurang
- <45

E

Sangat Kurang
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Lampiran 7 : Daftar Hadir Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAGANG

PP PRATAMA SINGOSARI

| . IJAM“ If".it'?JKM’
SEPE SN R A

T e
AMPUS/ IURUSAN: ' JETANDA TANGAN

Mo ScES [ SLAES =% nNim
Uabn Forck [</ugo3ioieq 03.20| 1005 U/ I} Pecpocie, %4 '
- b, /

Lames 9 Marst 9017 |

- Cyare Hdagatulan 140901032 o750 6.5

iB/0% Verpapia| $2E S

¢ Jaw Toon Keitencag |OF 30 | V616 |uMe) / D3 Pespescin) 74’/"'
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< Torch: Ko siviasy | 0643 |l 20 U /b Papgden, 74“
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g_ Syang A, Hogo3op22 |07.29 {16- 00 |0) 03 Per pagala @@f_l_f
L © Nabi| Fadaler 1404030100 07.29 | 1(.00june) /12 Paperceen. /éz
g /

- 1S olusy Y Macet 2ir

- 2| et Foszho; Kegusioieng 67-27 1622 iy ps Perycte-. 7‘5’/1’
qu B 14090810022 | 07. 27 |16. 23 UNE3 (03 Rerpagan ‘&‘Pﬂw

7 quu\ (S Maret 2017

_f/ia_rtf_“ 403030022 |07.2%|16.00 Lite) (% Perpaan | 420

F L Farow 140903005 07. 210,00 &2 Rerpagatan |~ -
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SINGOSARI
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DAFTAR HADIR MAGANG

KPP PRATAMA SINGOSARI

e e
Sgarif H- 199050009 |wtn  |(Zth  |yrt® (2 Perpaig)

2 | \Ct Foordon Uieyeriony | 1200 | tun | UNEY/ DY Popia.
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%ar;f H Kogogoioze | WV [tan  [ute) (07 Rerparubn

5 Itk Fomk: Gegesoioey | 2N | @20 |00 (DT Pafiycon,

s |Serun, 30 Maret 20y
Q,anf H. d0go2iet022| 7. 20 [16.00  |Urke) /3 Rerpaakay | WARLE'S
Mabit Foch ogosiioy |07 36 |10-00 |ty 1 Popois. %/}L '
Coagd, alMgrpt 200
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DAFTAR HADIR MAGANG

90

KPP PRATAMA SINGOSARI
FEET e comem R R FIAE AT e
[l Do gt LY
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A DAFTAR HADIR MAGANG
KPP PRATAMA SINGOSARI
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Lampiran 8 : Surat Izin Tidak Mengikuti Magang

Slnqosam, |6 Maret 2017

Hal : Surat l2in Tidak Masuk Magang
1

\.aMP 2=

Yeh. Kepala Seksi Pelayanan
KPP Pratama Singosar!
Stngosart

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah i :

Nama : 1. Nabil Farab (409031010093)
2. Syary Hidayatullah (14090301032

Asai Unwersitas : Universitas Jember

Bermaksud Untuk mengagukan permohonan 12in Hdak
Masuk magang Pada +angga) 16-17 Maret 2017
dikarenagkan Untuk pengaguan dosen pembimbing
pengusunan laporan Hasi) Praxtek Kerya dyato
(Magang) .

Demikion SUrat Bin iy kami sampaikan. Atas perhatian
dan Binnyg, kam) Ucapkan terma kasih

Hormat Kom },
( Mahastsna Magang)
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Lampiran 9 : Surat Keterangan Melaksanakan Magang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR Il
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI
D o C 12 SINGOSARI, MALANG 65153
us wwwspajak go.id
021) 500200

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-&C /WPJ.12/KP.10/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmud Yunus

NIP : 19590814 198203 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I/IVb
Jabatan . Kepala Kantor

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nabil Farabi
NIM : 140903101009
Lembaga Pendidikan : Universitas Jember

telah melakukan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari mulai tanggal
1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Malang
— 'ﬁﬂgda tanggal 20 Maret 2017
7 SN RED N

PN
X4

spale Kantor

f

KP.: KP.10/KP.1001
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Lampiran 10 : Daftar Kegiatan Konsulasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
il ; fisipunej@telkom.n Ip. (0331

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Nama CNABL R ARAB e,
NIM : Mogesioloed
Jurusan : [lmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan _
Alamat Asal : DESA.. CEMuD  KECAMATAL Dubuk SAMPEVAN

KaBUpATEN. QRESK ...

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

TANDA

NO | HARI/TANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN TANG >

PEM@?
1. |Robu [0S -0 - 2a% | 15.00 WB |Acc yupul + %8B 1, 2.2 =+
5. [Seon [0-vk 20 [ 200 wig |REVS Baw 1,2,80% —
2 Mo/ 19-0y. 203 |09.w Wil Persosyany BAR A Hog =
Q. PUIAT J21-04- 2 [3-0u - B |Revise @aB Y Oa ¢ // e
R T I e T oy d
(. | Kams o3 oq-2a Lo wies | Acc Sifong L7 =

&

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

96

Lampiran 11 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan
atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Jual Beli
atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDOMNESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program
pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum,
pemberian kemudahan dalam berusaha, serta pemberian
perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah,
periu  mengatur kembali kebijakan atas Pajak
Penghasilan atas penghasilan yang ditenma atau
diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian
pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan
beserta perubahannya;

b. bahwa dalam rangka pengaturan kebijakan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu mengganti Peraturan
Pemenntah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dan Pengalihan Hak
atas Tanah danjfatau Bangunan scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994
tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

c. bahwa ...
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN

ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN
JUAL BEL! ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA
PERUBAHANNYA.

Pasal 1

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang
pribadi atau badan dari:

a. pengalihan ...

*

PRESIDEN
REPUBALIK INDONESIA
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a. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,
atau

b. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau
bangunan beserta perubahannya,

terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah penghasilan yang diterima atau dipercleh pihak
yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan
melalui  penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak,
penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain vang
disepakati antara para pihak.

(3) Penghasilan dan perjanjian pengikatan jual beli atas
tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

L td mada At 11D haoemef B oadalak

97


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(3)

(1]

Penghasilan dan perjanjian pengikatan jual beli atas
tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b adalah
penghasilan dari:

pihak penjual yang namanya tercantum dalam
penanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali
ditandatangani; atau

. pihak pembeli yang namanya tercantum dalam

perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya
perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual
beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam
perjanjian pengikatan jual beli tersebut.

Pasal 2

Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebesar:

a.

b.

2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
selain  pengalihan hak atas tanah danfatau
bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah
Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak
yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan,

b. 1% s

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
-4-

196 {satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan

ORI A DS SR S e RS Ao LW S A Lsiima Buimanh
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1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah
Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan; atau

0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan kepada pemenntah, badan
usaha milik negara yang mendapat penugasan
khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik
daerah  yang mendapat penugasan khusus dan
kepala dacrah, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum,

(2) Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

nilai berdasarkan keputusan pejabat  yang
berwenang, dalam hal pengalihan hak kepada
pemerintah;

nilai menurut risalah lelang, dalam hal pengalihan
hak sesual dengan peraturan lelang (Vendu
Reglement Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189
beserta perubahannya);

nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh,
dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan dilakukan melalui jual beli yang
dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

4. pilai
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d. nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh,
dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/fatau
bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak
dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan
scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruafl b;
atau

e. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh
berdasarkan harga pasar, dalam hal pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui
tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak,
hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara
para pihak.

(3} Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dan

[4)

perjanjian  pengikatan jual beli atas tanah dan/fatau

bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berdasarkan tarif
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jumlah bruto,
yaitu:

a. nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh,
dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan
dilakukan melalui  pengalihan yang  tidak
dipengaruhi hubungan istimewa; atau

b. nilar yang seharusnya diterima atau diperoleh,
dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan
dilakukan melalui pengalihan yang dipengaruhi
hubungan istimewa.

Kriteria Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b, sesual dengan kriteria Rumah Sederhana dan Rumah
Susun Sederhana yang mendapat fasilitas dibebaskan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Bagal 3
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Pasal 3

Orang pribadi atau badan yang menerima atau
memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf a, wajib menyetor sendiri Pajak
Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b ke bank/pos
persepsi sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau
risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,

Bagi orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan yang menerima atau memperoleh penghasilan
dari pengalihan hak atas tanah danjfatau bangunan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a,
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terutang pada saat diterimanya scbagian atau seluruh
pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran
termasuk uang muka, bunga, pungutan, Han
pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi olch
pembeli, sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan tersebut.

Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan
yang bersangkutan ke bank/pos persepsi paling lambat
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan
diterimanya pembayaran.

{5) Pejabat . . .
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(6)

(1)

*
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Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta,
keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila
kepadanya dibuktikan oleh orang pribadi atau badan
dimaksud bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi
Surat Setoran Pajak atau hasil cetakan sarana
administrasi Jain yang disamakan dengan Surat Setoran
Pajak yang bersangkutan yang telah dilakukan penelitian
oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Pejabat yang berwenang menandatangani akta,
keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang wajib
menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan
akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas
pengalihan hak atas tansh danfatau bangunan
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur
Jenderal Pajak,

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dan ayat (6] meliputi pejabat pembuat akta
tanah, pejabat lelang, atau pejabat lain yang diberi
wewenang  sesual  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 4

Orang pribadi atau badan yang menerima atau
memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan melalui jual beli atau tukar-
menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a kepada pemerintah, dipungut Pajak Penghasilan
oleh bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan
pembayaran  atau  pejabal  yang menyetujui  tukar
menukar,

102


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(2)

(3)

x
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Pihak penjual hanya menandatangani perubahan atau
adendum perjanjian pengikatan jual beli apabila
kepadanya dibuktikan bahwa kewajiban scbagnimana
dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi dengan
menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak atau hasil
cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan
Surat Sctoran Pajak yang bersangkutan, yang telah
dilakukan penelitian oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Pihak penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus menyampaikan laporan mengenai perubahan atau
adendum perjanjian pengikatan jual beli atas pengalihan
harta berupa tanah dan/atau bangunan kepada Direktur
Jenderal Pajak,

Pasal 6

Dikecualikan dan kewajiban pembayaran atau pemungutan
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dan Pasal 2 ayat {3) adalah:

a,

orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah
Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan
jumlah bruto pengalihannya kurang dari
Rp60.000.000,00 {enam puluh juta rupiah) dan bukan
merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa
tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan
sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi
vang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur lebth  lanjut dengan Peraturan
Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
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c¢. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah
dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk
yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan
usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang
hibah tersebut tideak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-
pihak yang bersangkutan;

d. pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
karena waris;

e. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah
dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan,
peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan
Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku;

f. orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan
harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan
perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau
pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau
bangunan; atau

g orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek
pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah
danfatau bangunan.

Pasal 7

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional hanya mengeluarkan surat keputusan pemberian
hak, pengakuan hak, dan peralihan hak atas tanah, apabila
permohonannya dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak atau
hasil cetak sarana administrasi lain yang disamakan dengan
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Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . ..

PRESIDEN
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ted.

YASONNA H. LAOLY

105


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

106

Lampiran 12 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 Tentang Tata
Cara Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-26  [PH2010

TENTANG

TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAL BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang: bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Paak dan
pengamanan penermaan negara, perly menstapkan Peraturan Dirgktur
Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penelitan Sural Setoran Pajak Alas
Penghasilan garl Pengaiihan Hak atas Tanah dan‘atau Bangunan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor € Tahun 1983 tentang Kelentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Aepublik Indonesia Nomoe
3262) sebagaimana 1elah beberapa kalki divbah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomoe 62);

2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1883 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3263)
sebagamana telah bebarapa kali dubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Reputlik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Repubik

Indonesia Nomor 4863);
3. Paraturan Pemenntah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak
Panghasilan atas Penghasilan dari Pangalinan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1994 Nomor 77,
Yambahan Lembaran Negara Hepublk Indonesia Nomor 3580)
sebagamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintanh  Nomor 71 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2008 MNomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republix indonesia Nomor 4914);

4. Keputusan Menterl Keuangan Nomor E3ISKMK.04/1994 tentang
Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasian dan
Pengalihan Hak atas Tanah dan/alau Bangunan sebagaimana lelah
beberapa kall diubah terakhir dengan Peraturan Menten Keuangan
Nomoe 243/PMK. 0372008,

MEMUTUSKAN:

Menatapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA
PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAAI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal 1

{1) Pejabat yang berwenang hanya menandatangan akia. keputusan,
perjanjian, kesepakatan atau risalah lefang atas pengalihan hak alas
tanah dan/atau bangunan apablia kepadanya dibuktkan bahwa Pajak
Penghasilan yang wajib dibayar atas penghasdan dan pengakhan hak
atas tanah dan/atau tangunan telah dibayar ke Kas Negara oleh Wapb
Pajak yang melakukan pangalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
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@

n

12)

@)

m

Pembuktian permbayaran Pajak Penghasian ke Kas Negara kepada
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
dilakukan oleh Waib Pajak dengan menyerahkan foto kopl Surat
Setoran Pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan yang telah diteliti oleh Kantor Pelayanan Pajak
dangan menunjukkan asi Surat Setoran Pajak yang bersangkutan,

Yang dimaksud gengan pejabal yang berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} adalah Notaris, Pajabat Pembuat Akta Tanah,
Carnat, Pejabat Lefang. atau pejabat lain yang dibari wewenang sesuai
dangan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 2

Untik keparluan pensliban Surat Setoran Pajak atas penghasiian darl
pengaliban hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
calam Pagal 1 ayat (2). Wagb Pajak yang melakukan pengaihan hak
atas tanah dan/atau bangunan atau kuasanya harus mengajukan
formulir penelitian Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
yang wiayah kedqanya melipuli letak tanah danfatau bangunan yang
calihkan haknya dengan menggunakan formulir  sebagaimana
tercantum cdalam Lampiran | Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,
yang merupakan bagian yang tdak terpisahkan darl Peraturan Drektur
Jenderal Pajak ini.

Pengajuan formulis peneltian Surat Setoran Pajak  sebagaimana
amaksud pada ayat {1} harus dilampin dangan:

a. Surat Setoran Pajak Lembar ke-1 yang sudah tertera Nomar
Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaks: Sank/Nomor
Transaksi Pos/Nomor Penerimaan Potongan serta ioto kopinya;

b. foto kepi Surat Pemberiahuan Pajak Tenstang atau Surat Tanda
Ternma Setoran'Struk ATM bukb pembayaran Pajak Buml dan
Bangunanbukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Ginnya
atas tanah dan/atau bangunan yang diathkan haknya;

c. foto kopi faktur'bukt penjualan atau bukt penarimaan uang datam
hal pengalihan hak atas tanah dan‘atau bangunan dilakukan
dangan cara panjualan,

d. foto kop surat kuasa dan kartu identitas yang diberi kuasa datam
hal pengaguan formudir peneltian Surat Satoran Pajak dkuasakan.

Datam hal pembayaran gtas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan dlakukan dengan cara angsuran, maka Surat Setoran Pajak
Lembar ke-1 yang disampaikan untuk diteiti sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) adalah semua Surat Setoran Pajak atas panghasiian dar
pengalihan  hak atas tanah danfatau bangunan yang dhitung
berdasarkan jumiah satiap pembay  dan pel :

Pasal 3

Atas pengapan formullr penelitian Surat Setoran Pajek sabagamana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak

harus melakukan penslilian sebagai berkut:

a. mencocokkan jumiah pembayaran yang ltercanium dalam Sural
Satoran Pajak Lembar ke-1 dengan data penerenaan pajak dalam
Medul Penermaan Negara:
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(2)

b mencocokkan Nomor Objek Pajak yang deantumkan dalam Surat
Setoran Pajak dengan Namor Objek Pajak yang tercantum dalam
{otokopi Sural Pembaritahuan Pajak Terutang atau Surat Tanda
Terima Setoran/bukt pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
fainnya.

¢ menelti Néai Jual Objek Pajak bumi danfatau bangunan per metar
parseg dari tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya
dangan mencocokkan paca Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan,

d. meneliti kebenaran penghilungan dasar pengenaan  Pajak
Penghasian dengan membandngkan ndai pengalihan sebenarnya
sebagaimana tercantum dalam foto kopi fakturukti pengatan atau
buktl pensrimaan uang deagan Nilal Jual Objek Pajak.

Penslitian Nilas Jual Objek Pajak sebagamana dmaksud pada ayat (1)
turul ¢ dapat dilanjutkan dengan peneftian lapangan apabda
diperiukan alas Ndal Jual Objek Pajak dasi 1anah dan/atau bangunan
yang dalinkan,

Pasal 4
Kepala Kantor Pelsyanan Pajak harus menyelesaikan Peneitian Surat
s Pajak sebagainana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam |angka
waktu;

(M

12)

paling fama 1 (saty) hari kera sejak tanggal diterimanya formulir
peneltian Surat Setoran Pajak beserla lamprannya sebagaimana
dimaksud datam Pasal 2, dalam hal tidak dilakukan penedtian lapangan
atas Niai Jual Objek Pajak dari tanah dan/atau bangunan yang diaihkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

. paling lama 3 (tiga) han kera seyak tanggal ditenmanya formalir

peneltian Surat Setoran Pajak beserta lampirannya sebagaimana
dimaksud datam Pasal 2, dalam hal dlakukan penelilian lapangan atas
Nilai Jual Objek Pejak dari tanah dan/alau bangunan yang dalibkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

Pasal 5

Dalam hal berdasarkan peneltian sebagamnana dmaksud dalam
Pasal 3 ternyala Pajak Penghastan dari pengalihan hak atas tanah
dan/alay bangunan belum dibayar ke kas negaca atau Pajak
Penghasilan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak masih kurang dari
yang seharusnya dibayar, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus

yampa#an pembaritah secara tertulis kepada Wajb Pajak
dengan menggunakan formulr  sebagaimana tercantum dalam
Lampiran || Peraturan Diraktur Jenderal Pajak i, yang merupakan
bagian yang tdak terpisabkan dar Peraturan Dwrektur Jendaral Pajak
ini,

Wajlb Pajakx yang telah menerima pemberitahuan sebagaimana
@maksud pada ayat {1} dapat menyampaikan kembali formulir
peneitan Surat Setoran Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak sesual
Kketantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal
Pajak Penghasdan yang bolum atau kurang dibayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah dilunasi oleh Wajio Pajak.
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(2)

Pasal 6

Datam hal berdasarkan hasil penalitian sabagaimana dimaksud dalam
Pagal 3. diketahut bahwa Pagak Penghasilan telah dibayar ke kas
negara dan jumiahnya telah sesuai ketentuan maka Sural Setoran
Pajak Lembar ke-1 yang tefah ditekt dan foto kopinya. dibubuhi cap
dengan bentuk cap sebagamana datam Lampiran 1l
Peraluran Direkiur Janderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang
tidak terpisankan darl Peraturan Drektur Jendaral Pajak ini

Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan Surat S
Pajak Lembar ke-1 yang telsh diteliti dan folo kepinya yang telah
dibubuhi cap sabagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajb
Pajak.

Pasal 7

Terhadap Surat Setoran Pajak yang tefah ditelti sebagaimana dimaksud
datam Pasal 6 masih dapat diterbitkan:

Surat Kuuaoan Pajak Kwang Bayar apabila berdasarkan hasi
1 atau keterangan lain Pajak Penghasilan yang terutang
tidak atau kwangdbayar

. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan apablila dtemukan data

baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pagak yang terutang
selelah ddakukan tindakan pemerixsaan dalam rangka penerbitan Surat
Katatapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; atau

Surat Tagihan Paak apabia Pajak Penghasitan yang terutang tdak atau
kurang dibayar, dan hasé peneltian terdapat kekurangan pembayaran
Pajak Penghasitan sebagai akibat salah tulis danjalau salah hitung, atau
Wajb Pagak dikenal sanksi administras: barupa dendd dan/atau bunga.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berfaku pada tanggal ditetapkan,

Aoar sanw orang mengetahuinya, memerntahkan pengumuman Peraturan

Pajak ini dengan penemp wa dalam Berita Negara

nepuum Inganesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal & Mei 2010
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Lampiran 13 : Surat Edaran Nomor : SE-81 PJ/PJ0/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 Tentang Tata

110

Cara Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan

SURAT EDARAN
Nomor: SE- 81 (PJ2040

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 26/PN2010 TENTANG TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN
PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DANIATAU

BANGUNAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direkiwr Jenderal Pajak Nomor
PER- 26/PJr2010 {entang Tata Cara Pensiitian Surat Satoran Pajak atas Penghasian dan
Pergathan Hak ates Tsnah den'atau Bangunan, cengan ni cisamealkan hai-hal sebegal

beriut

1. Penslitian SSP atas penghasilan dan pengsthan hak atas tanah dan/atau bangunan
dilakukan oleh KPP Pratama yang wiayah kerjarya melipul lefak tanah dan'atau
bangunan yang dialihkan haknya

2. Pelaksanaan kegiatan penefitan SSP Pengaliban Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
pada KPP Pralama adalah sebagai benkut

3. Penanganan ber<as di TPT

1) Fetugas TPT mengecak kelangkspan dokumen penyampdaian formulir panelitian
SS5P atas penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang
{erdin dart

2

3)

a)

Sursl Satorsn Psjak Lembsr ke-1 yang sudab tenera Nomor Transaks
Ponerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaks! Bank/Nomor Transaksi
Pos/Nomor Penerimaan Patongan seria foto kopinya

b) feto kopi Surat Pemoertanuan Pajak terutang (SPPT) atau Surat Tanda

c)

d

Terima SetoranyStrik ATM bukll  pembayaran  Pajak  Bumi  dan
Bangunan/tukt pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya atas tanah
dan‘atau bangunan yang dialibkan haknya

foto kopi fakturoukdi penjualan atau bekli penenmaan uang calam hal
pengaliban hak stas lanah danfatau banguran dilakuken dengan cars
panjuslan: dan

foto kopl swral kua3sa dan xsrtu Identtas yeng diberl kussa calam hal
pengajuan formulir peneltian Surat 5 1 Paak dik kan

Atas penyampaan formulir paneltian SSP yang telsh dilengkap dokumen
gebagamana dimeksud pada angka 1), diterina dan okerksn tanda terma
kepada Wajib Pajak

Berkas peneltion SSP wang twelan dienma selanjuinys diteruskan ke Sekss
Pelayanan

b Penanganan berkas oleh Seksi Pejayanan

Ksgiatan penalitian SSP dilakukan aleh Petugas Penslit SSP yang diunjuk dan
pengafurannya dissrahkan kepada Kepals KPP Pratama yang bemsangkutan
dengan koordinasi Kepala Seks Palayanan
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1] Petugas Peanelill SSP meneltl kebenaran isian pada formulic penaliian SSP
Unsur-unsur yang diteliti antara lain:
a) Data Medul Penedmaan Negara (MPK)

Pelugas Penaiti SSP mengecek Nomoe Tranesksi Penerimaan Negara
(NTPN] dan mencacockkan jumlah pembayaran Pajek Penghasian (PPn)
yang tercantum dalam SSP lembar ke-1 dengan data MPN. Dalam hal
diperiukan, bisa melakuan konfirmasi e Bank/Pos Persapsi yang
bersangkutan

b) Nomor Objek Pajak Pajek Bumi dan Bangunan (NOP}

Petugas Penelit SSP mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam Surat
Setoran Paak dongan NOP yang tercentum dalam foto kopl Surat
Pemberitabuan Pajakx Terutang (SPPT) atau Surat Tanda Terima Setoran
(STTEVbukti pambayaran Pajak Bumi dan Bangunan (FBEB) lainnya.

c) Besamya Nial Just Objek Pajak (NJOR] bumi per meter parsegi
Petugas Panelti SSP menelt NJOP bumi per meter parseqi yang dalinkan
haknya scsua dengan Basis Data PBB.

d) Besamya NJOP bangunan per meter parsegi
Petugas Penelitt SSP meneliti NJOF Bangunan per meter perseg yang
dialihkan haknya sesual dangan Basis Data PBS

) Penghitungen PPh
Petugas Peneliti SSP menaiiti kebenaran penghitungan dasar pengenaan
PPh dengan memeandingkan nilai pangalinen sebenamya sebagaimana
tercantum dalam foto kopi faklurbukti penjualan atau Bukli penermaan
uang dengan NJOP.

2) Dafam hal dipariukan peneliian fapangan, Kegala KPP Pratama menerbitkan

Surat Tugss penalitian lapsngan

3 Dalarn hat gakukan peneltian lapangan, panelitian tarsebut dilacsanakan oleh Pejabat
Fungsana Panilai atau petugae sin yang diturjuk.

4 Kepala KPP Pratama depatl meratapkan krteria dilakukannya genelitian lapangan
dengan ietap mempenmbangkan keterfuan jangka wakiu penyelesaan panglitian
S8P, misalnya terdapat bangunan yang belum masuk dalam basis data PEB,

5 Dalam hal besrdasarkan peneliian lermyata PPh dan pengakhan hak atas tanah
dan/atay bangunan beium dibaysr ke Kas Negara atau FPh yang telah obeyar olen
Wajib Pajak masih kurang dari yang seharusnya dibayar, maka:

a SSP lambar ka-1 dan {otokopinya tidsk cbubuhkan stempel penalitan SS5P;

b, barkas penslitian SSP yang disampaikan oleh Wajlb Pajak dikembalkean (kecuak
formuir penaltian S5P dan foto kopi S5P) diserta surat pembartahuan kepada
Wajb Pajak

6 Terhadap SSP yang sudah dileiti, dberkan stempsi dengan bentuk stempel
sebagaimana ditelapkan pada Lampican 3 Persturan Direktur Jenderal Pajax Nomor
PER- 26/PJ/2010 tentang Teta Cara Panelitian Surat Setoran Pajsk 5158 Penghasiian
dan Pengalihan Hak atas Tanah danfatau Bangunan,

7. Apabia pembayaran PPh dan pengalihan hak atas satu unit tanah dan/atau bangunan
dilakukan dengan kabih darl satu SSP (missl karena pambayaran dlakukan sacara
angsuran), maka

a. stempel peneition SSP dibubufkan pada SSP yang ferakhir dan folo kopinya:
b. dicuat Rekapilulasi Data SSP.

B Formal Buku Regsler Pensitan SSP dilelapkan sebagaimana Lampean | Surat
Edaran Direkiur Jenderal Pagak ni

0 Fermat Rekagpitulasl Data SSP dtetapkan sebagamana Lampwan || Surst Edaran
MNrokhur landaral Paiak ini
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9. Fermal Rexagitulasi Data S5P dtetapkan sepagamana Lampiran |l Surst Edaran
Dwektur Jendaral Pajak ini

10. Prosedur Penelfian Surat Setoran Pajsk atas Penghasilan dan Pangalihan Hak atas
Tanah danvatau Bangunan, dietapkan sebagaimana Lampian HI Surat Edaran Direkiur
Jenderal Pajak ini,

11. Apabla penyampaian formuir penslitian SSP oleh Wsjb Faja< yang melakukan
pengalihan hak atas lansh dardstsu bangunan atau kuasanya bersamaan dengan
penyampaian formuir genelitian SSB cleh phak yang memperoleh hak atas tanah
danfatau bangunan atau kuasanys maka proses peneliisn SSP dan penefion SS3
dapa! dilakukan bersamaan.

12. Dalam sangka pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Direktur Jenderal Pajsk Nomoe
PER-26/PJ2010 tentang Tate Cara Perelitian Surat Setoran Pajok atas Penghasilan
dari Pengalhan Hak atas Tanah danstau Bargunan, @minta kepads selurun Kanior
Witayah untuk melakucan:

a  sosalisasl kelertuan fentang pencitan SSP kepada PPAT dan juge perusahasn
rsal estate;

b koordinasi dengan Kanler PertanahanKanior Wilayah Badan Peranahan Nasional
setempat.

c. pengawasan terhadap pelaksanzan peneiian SSP yang dilakukan KPP yang
berada di wilayan keranya

Damikian untuk ditaksanakan dengan sebaik-taknya

‘ padatanggal 29 Juli 2010
jur Jenderal,

Temtusan
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Lampiran 14 : Contoh Formulir Permohonan Penelitian Surat Setoran Pajak

LAMPIRAN 1
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-26/P}/2010

TENTANG : TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor
Lampiran
Hal Penelitian SSP atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /P)/2010 tentang Tata Cara Penelitian SSP atas Pengnasilan dari Pengalihan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan, yang bertanda tangan di bawah ini:

Wajib Pajak : ..

NPWP g serensssnanans.

Alamat

Telepon

Tanah dan/atau Bangunan sebagai berikut

bersama inl menyampaikan SSP untuk diteliti atas Penghasilan dari Pengalihan Hak ata

NOP D ceisavanasesenessresessnensanes .

Alarnat Gisn s s ANAS

Desa/Kelurahan

Kab/Kota

bersama ini terlampir dokumen sebagal berikut:
SSP Lembar ke-1 yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos/Nomor
Penerimaan Potongan (NPP) serta foto kopinya, sebanyak ....... lembar;

- foto kopl SPPT atau STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/bukti pembayaran PBB lainnya *);

. foto kopi faktur/bukti penjualan atau bukti penerimaan uang **);

. Surat Kuasa dari Wajib Pajak ***)

1

swN

Demikian disampaikan,

Wajib Pajak/kuasanya,
Tanda Tangan

Wajib Pajak/kuasanya,
NPWP:

Keterangan:
*)  coret yang tidak periu
**) dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau dengan

***) dalam hal dikuasakan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
tta.

MOCHAMAD TJIPTARDIO
NIP 060044911

LAMPIRAN 11
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-26/P)/2010
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Lampiran 15 : Contoh formulir Surat Keterangan Nilai Yang Seharusnya atau Sebenarnya
atas Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan

SURAT PERNYATAAN
NILAI YANG SESUNGGUHNYA / SEHARUSNYA
ATAS JUAL BELI TANAH DAN / ATAU BANGUNAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama Sosw
Tempat, Tanggal Lahir : ....
Pekerjaan :
Nomor KTP/NIK
Alamat
NPWP :
Nomor telepon S s R AT A i s s

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/kuasa* Wajib Pajak selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA sebagi pemilik tanah dan / atau bangunan (yang menjual)

2. Nama 4
W Toeor S E T o= B 1 Rom—, oo . T— A
Pekerjaan A PR T O W eee— W
Nomor KTP/NIK S S SR s e A ... . - A
Alamat SRRRRPS L —— W s
NPWP Ty A A o
NOMORIEICEBN W = it meicisnsmsimisn o (SR o cersreens

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA sebagai yang
membeli.

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan :

1. PIHAK PERTAMA telah mengalihkan penguasaan segala hak dan kepentingan atas tanah
dan / atau bangunan yang meliputi semua yang diatasnya kepada PIHAK KEDUA pada
ERIIGORL & e Stmmine,ivioniines dan PIHAK KEDUA telah menerima pengalihan penguasaan
dengan cara membayar kepada PIHAK PERTAMA atas tanah dan/atau bangunan yang
terletak di :

Jalan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
Propinsi

Luas +
NOP (Nomor Objek Pajak)...

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa nilai yang sesungguhnya /
seharusnya atas jual beli tanah dan / atau bangunan tersebut pada’ butir 1 adalah sebesar
RPE s ssess st

Demikian surat pernyataan nilai yang sesungguhnya / seharusnya atas jual beli tanah dan/atau
bangunan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata nilai ini tidak
benar, maka kami bersedia membayar kekurangan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Pihak Pertama Pihak Kedua

Meterrai

*sesuai SE-02/PJ/2017

Kp. : KP.10/KP.1006/2016.1



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

115

Lampiran 16 : Contoh Surat Tugas Penelitian Lapangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KPP PRATAMA SINGOSARI
Jalan Raya Randuagung No.12, Singosari Malang 65153
TELEPON 0341-429923, 429924, 429925, FAKSIMILE 0341-429950 SITUS www pajak go id
Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500200,
email peng go.id, go.id

SURAT TUGAS
NOMOR ST-623/WPJ.12/KP.10/2017

Sehubungan dengan kegiatan Satgas Penerimaan SPT Tahunan di Luar Kantor dan
Penyuluhan, dengan ini kami menugasi:

1. nama/NIP : Michael Rahutomo Saudale/19910206 201411 1 002
pangkat/golongan : Pengatur/llc
jabatan : Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
unit kerja : KPP Pratama Singosari

2. nama/NIP : Kharisma Adji Rama L./19960901 201512 1 003
pangkat/golongan : Pengatur Muda/lla
jabatan : Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
unit kerja : KPP Pratama Singosari

untuk melaksanakan tugas pada:
hari/tanggal : Jumat/ 17 Maret 2017

waktu : 08.00s.d.17.00 WIB
tempat . Kecamatan Pujon
agenda . Satgas Penerimaan SPT Tahunan di Luar Kantor dan Penyuluhan

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan,
pelaksana agar segera menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait, kami mohon
bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Biaya perjalanan dinas yang timbul atas kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BA

015.

L
4\‘6‘3-

MEIONO SATRIO WIBOWO, ST,SE
NIP. 19790521 200903 1 001
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Lampiran 17 : Contoh lembar Pengawasan Arus Dokumen dan Bukti Penerimaan Surat

S 5 * - DIREKTORAT JENDERAL
' KANTORWILAYAH - 1) »oye

PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAIAK, . © . -

BUKTI PENERIMAAN SURAT

N.P.W.P

No. PX.P
Ms/Thn Pajak : 2017

Namz AR

Rl ? Lokal),
KP. PDIP 3.16-96 NIP :
T T SANTOR PELEMNINEN TR
LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN
Nomor : PER:DI001I3%1§57\aar\ 2817 ? #13-17
Tanggal : F
08-MAR-17 =
Nama N.PWP :
Alamat  : WALANG No.PKP -657.000
Ms/Thn pajak : 0/2017
Jenis Pajak: Tidak Terdefinisi Status i Lengkap
Jenis Surat Lain-lain Ket : §P (2 SET)
TEMPAT PELAYANAN TERPADU Uraian Prf/Tg Uraian Prf/TgT
Uraian WE, ;oo PENYIDIKAN B
Surat diterima : 1. langsung ol [ 1.88KSI i 1. Diberitahukan kepenuntut umum| ...........
2. melalui pos |........ | 2. Diterima Seksi 2. Penyidikan
3. Selesai diproses 3. Selesai disidik
4. Disampaikan kepenuntut umum
PENETAPAN
SEKSI TERKAIT PENGELOLAAN
o j‘ SPT. Tahunan PPh / masa PPN 1.8TP
raian s =]
Prt/Tg Uraian Prf/Tg e SKEN
Diteruskan ke : i 3.SKPKB
E-CTC PENGOLAHAN SPT 4.SKPKBT
2. Diterima Seksi 1. Dicatatpada 1Q-1 ~ [.... 5.SKPLB “ N
3. Selesaidiproses [ 2. Selesai di-Edit —
Diteruskan ke : 3. Selesai direkam i RESTITUSI I
(5] < 4. Dicatat pada 1Q-2 ~ [... 1.SKPKPP ‘
2. Diterima Seksi PEMERIKSAAN 2.SPMKP [
3. Selesai diproses 6.Lengkap | PENGARSIPAN
Diteruskan ke : 7. Sederhana : 1. Dimasukkan keinduk berkas
|1. Seksi : | 7.1. Lapangan — 2. Diteruskan ke :
2. Diterima Seksi | 7.2. Kantor

3. Selesai diproses

116


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

117

Lampiran 18 : Contoh lembar Hasil Pengecekan Kebenaran Pembayaran Ny Budi

INPWESS S Es = 657:000
[NTPN 2 7 952BA82HRDITKIE? 350726000400604720

NYONYA BUDI
KENJ,SURABAYA |

[
INAMA WP - ALAMAT

[JENlS SETORAN PPh Final-Pengalihan Hak Tanah/Bangunan
” [NO.SKP 000000000000000
[MASA PEMBAYARAN | : 01012017
[TANGGAL BAYAR ‘ 23/01/17
[TANGGAL BUKU ‘ 23/01/17
[JTUMLAHBAYAR ] T R R T i 3,341,000
1§QM$§MN 1 BPD JAWA TIMUR
[CABANG BANK/POS ‘|
[KODE KANTOR PBB |
5 [KODE KANTOR '
[PRATAMA | ‘
[STATUS DATA " '+ Pz ; ‘ Data MPN G2
iD BILLING |
TANGGAL REKON |
[KPP ADMINISTRASI | 657
[PEMBUAT BILLING [ SUSI HENDRO
. [NPWP [ 657.000
[NTPN il : 583764T7DB6D5C02 350726000400604720
AR Vs aink KENJET(XI?,EL‘J( Q\g}l\l&l
[JENIS SETORAN [ . PPh Final-Pengalihan Hak Tanah/Bangunan
[NO.SKP | 000000000000000
IMASA PEMBAYARAN [ 02022017
[TANGGAL BAYAR [ 23/02/17
[TANGGAL BUKU [ 23/02/17
5 [JUMLAH BAYAR | 4,159,000
BANK/POS
‘pEMB AYARAN ‘ BPD JAWA TIMUR |
[CABANG BANK/POS [
[KODE KANTOR PBB |
!KODE KANTOR (
PRATAMA ‘
[STATUS DATA /| Data MPN G2
[ BILLING [
v [TANGGAL REKON [
[KPP ADMINISTRASI [ 57 ‘
[PEMBUAT BILLING |

SUSI HENDRO

U9

LER YR
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Lampiran 19 : Contoh Surat Setoran Pajak Ny. Budi 1

— GANK b0 JATLH Kementerian Keuanaan
S &g

L ijdﬁgﬂ [

TaTs Faabayaran

fanagal dan Jam Bayar 1 23/03/2010 08:98:25 NTB 1 0871680553800
Tanzaal Buku 1 o23/0/2000 HTPN 952BA82HRDITKIER
xode Labang Bank 1108 STAN T 908720

Gata setoran ¥

xode Billing :

HEWF i 1651000

Hama Wajidb Pajak i NYONYA BUDI

Aianat S KENJ . SURABAYA

omor ubjek Pajak H 350126000800504720

H3ta Ap3saran T A28 VALIDASI SSP
fenis setoran i a02 Data MPN / NTPN
Kasa Faiak 3 0012007 NPWP / Subyek Pajak
HomOr ketetapan : 000000000000000 NJOP

3h setoran 3 3,341,000 Nata Uana ]‘D

89 : TIGA JUTA TIGA KATUS ENPAT PULUK SATU. \ kg LA
g Jasar Pengenaan PPh

2si ini hasil cetakan komputer dan tidak semerlukan tanda tan

Norzam‘é;af jster _Pfuinag Validasi
mmm..ﬁ.._‘«..u , A\

]

2 cosputer generated message and requires no signature G p
£ TFNAR 200
Py Ty
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Lampiran 20 : Contoh Surat Setoran Pajak Ny. Budi 2

—

BANK BPD JATIN
B ;
"?mvnm
bata Penbavaran :
Tanagal dan Jam Bayar
Tanaaal Buky
* Kode Cabang Bank
Data setoran
Kode &illing
NERE
Nama Waiib Pajak
Alanat
Homor Ubjek Fajak
Iata Angaaran
J setoran
¥zsa paiak
NomOr Ketetapan
Jumiah Setoran
Terbilang

BUKTI PENERINAAN HLGAKA
‘benerimaan Paiak

P 23/02/2017 10:34:44
L3/02/201
L 108

i 657000

{ NYONYA BUDI

¢ 350126000500606720
411128

1 A02
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Lampiran 21 : Contoh Formulir Penelitian SSP Ny. Budi

/s

atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanuah dun/atau

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Singosari

Jl.Raya Randu Agung No.12

Singosari

PER -

Berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
26/PJ/2010 tentang Tata Cara Penelitian SSP atas Penghasilan dari Pengalihan Huak

atas Tanah dan/atau Bangunan, yang bertanda tangan di bawah ini:

NYONYA BUDI

Waijib Pajak iR s B T G i

NPWP

Alamat

B ccco SR

Telepon

bersama ini menyampaikan SSP untuk diteliti atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan sebagai berikut;

NOP

Alamat

35 0% 960 004. 006 -~ 0232, 0

Desa/Kelurahan

Kecamatan R SR S
Kabupaten/Keta Mukw\& ..........................................................

bersama ini terlampir dokumen sebagai berikut:

1.

N

D e W

SSP Lembar ke-1 yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan
Nomor Transaksi Bank (NTB)/ Nomor Transaksi Pos/Nomor Penerimaan Potongan
(NPP) serta fotokopinya sebanyak 3 lembar.

Foto kopi SPPT atau STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/bukti pembayaran PBB
lainnya

Foto kopi faktur/bukti penjualan dan/atau bukti penerimaan uang

Surat Kuasa dari Wajib Pajak bila dikuasakan

Foto kopi KTP

Foto kopi SSB BPHTB

Demikian disampaikan

s IP)

Molagy 25 or
Wit Parak ] faoasahya

i

/
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Lampiran 22 : Contoh Surat Kuasa Ny. Budi

-

P

SURAT KUASA

-~ Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NYONYA BUDI 06- (962

Tempat/Tanggal lahir . Sumkece (14T N o

Pekerjaan s o R (i =

Alamat MRS ﬁ?@?"m ) Surecberyen |
No. KTP 0002

dengan ini memberi kuasa dengan HAK SUBSTITUSI kepada :

1.Nama : TUAN BADI
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat
Kabupaten Malang

baik secara bersama-sama maupun secara sendin-sendiri.

KHUSUS
-- bertindak untuk dan atas nama serta mewakili saya pemberi kuasa untuk mengajukan, mengurus,
menyelesaikan dan/atau melaksanakan Validasi Surat Setoran Palqak (SSP) di Kantor Pajak Pratama
Singosari, dengan NJOP/PBB Nomor: 3501 ’?[Z’OOO(’ ................................. ,yang terletak di

., Desa .. ., Kecamatan ..... e v ) , Kabupaten

Malang.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenamya dan atas kerja samanya, saya ucapkan
terima kasih.

Malanp: oo nemnit o
PENERIMA KUASA PEMBERI KUASA

A

( TUANBADI ) o, .. CRGEFABUDL |y
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Lampiran 23 : Contoh Kartu Identitas

PROVINSIJAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

TUAN BUDI
iaemar 5

7, B cuUnABAYA
03-02:2015

@
Lo ?7 1 ‘(‘g‘ =D

Agama :
Status Perkawinan: KAWIN :
Pekerjaa MENC -RUMAH T, % i
Kew'arga:t?ga- nlcc{lj 'RUS Ehae ! YANQGA s 5 z O?BEPS;;" 4
BerlakuHingga® -SEUMUR HIDUP = - (<65 J)\‘@?\, s
a EL e 3 s =
ROVINSI JAWA BARAT
KOTA BEKASI
Nama - TUAN ANDI

Tempat/TglLahir :JAKARTA, 03-02-1981

Jenis Kelamin LAKI-LAKI GoiDarah ;0
Alamat Cal ' :
RT/RW
KelDesa - @ )
Kecamatan :MUSTIKA JAYA
Agama (ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan :KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga  :03-02-2017 y QVLW
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Lampiran 24 : Contoh Akta Jual Beli Ny.Budi

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH y
(PPAT)
SUSI HENDRO
DAERAH KERJA: KABUPATEN MALANG
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor:
Tanggal 16 April 2001 N
Jl. Raya Ngepeh Nomor 696/24, Ngijo, Karangploso, Malang.

AKTA JUAL BELI
No: 9¢/2217
Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini Jum'at, tanzzal 13 (tiza belas) twlan Januari takan 2817 —

(dua ribu tujuhk kelas).

Hadir dihadapan saya SUSI HENDRO Sarjana Hukum, yang berdasar-
kan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 16 (enam ---
belas) April 2001 (dua ribu satu), Nomor: diangkat/ditunjuk -------

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang ----
dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Malang dan berkantor di -
Jalan Raya Ngepeh Nomor 696 /24, Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang; ----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, kenal dan akan disebut pada ------
bagian akhir akta ini: ~------remcmsrmm oo e 3

- Nyonya BUDI lahir di ------
Surabaya, tanggal 12 Juni 1952, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah -------
Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Bulak, Kelurahan --

Komplek Kenjeran, 4 ¥ —
N sy *7; pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh -
Pemerintah Kota Surabava Nomor:  ceemeeemiie . .

-- Dalam melakukan tindakan hukum ini dibantu dan disetujui oleh ----------
suaminya Tuan . BUDI , Pensiunan, Warga Negara Indonesia -
bertempat tinggal yang sama dengan istrinya penghadap tersebut diatas; --

-- Selaku Penjual, yang selanjutnys disebut Pihak Pertama : ---------------=---

II. Tuan ANDI lahir di Jakarta, tanggal 03 Pebruari 1981, Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, ------
Kecamatan Mustika Jaya, =

pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi ------
NOmOTr 11 e
- Untuk keperluan dalam akta ini sementara berada di Malang.

-- Selaku PEMBELI, vang selanjutnya disebut Pihak Kedua : --------=---------—-

Akta Jual Beli 1 Halaman 1 dari 4 Halaman
Kuntjoro Wiwoho, SH

Daerah Kerja: Kabupaten Malang. ¥ 4 /%

/

| . f
& : I . \
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Para Penghadap saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan -----
Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : ----—------

¢ Hak Milik, Nomor : 452, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan ------
dalam Surat Ukur tanggal 20 Januari 2001, Nomor 00266/2001, seluas 60
m2 (enam puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah --
(NIB) : 12.30.23.04.03028, dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak ----------
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan {SPPTPBB) ji-===nw-=-mmsioemten v ose
35.97.269,994.006-2472.9

terletale di & mommm e
- Propinsi : Jawa Timur

- Kabupaten : Malang

- Kecamatan 2 ’

- Desa : N

- Jalan & .

Jualibeli ini meliputi pulay =--s--sme-ccoeeecabel O o000 L 0

-- Sebidang tanah perumahan, serta segala sesuatu yang berada dan tertanam
diatasnya yang menurut hukum dianggap sebagai barang tidak bergerak ----
e e N 0 .

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut “Cbyek Jual
L e e e SRR AT O

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta --------
e B S S
b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas -
dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaky -----
pula sebagai tanda penerimaan yenesah (loadtansiiier— el T
¢. Jual beli ini dilakukan dengan Syarat-syarat sebagai berikut: ---------cceeeee__

---------------------- -- Pasal 1 - - e
Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi ------
milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan --
segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/-~----
beban Pihak Keaua, --=s-xsrrmmimeeemmm e et

--------------------------------------------- Pasal 2-=casgleccceiiite 4 40
Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut diltatas tidgle-=scasact:
tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai -----
jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas

dari beban-beban lainnya yang L ToTUTEE LT e kot DI i s

Akta Jual Beli 2 Halaman 2 dari 4 Halaman
Kuntjoro Wiwoho, SH

| ‘ MC@W%%
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--------------------------------------------- Pasal 3 -----emmmmm e
Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam -
akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, --
maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan -----«-------
Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga -
jual beli dan tidak skan saling mengadakan tuntutan. ------------c--ccccee-oooo_

---------------------------------------------- Pasal 4 ----cmmmm
Pihak Pertama menjamin bahwa okyek JUAL BELI yang diuraikan dalam akta

ini adalah benar-benar miliknya dan bertanggung jawab sepenunya jika -------
dikemudian hari ternyata ada tuntutan atau gugatan dari pihak manapun atas
kebenaran obyek JUAL BEL] dimaksiid, c-csfustccassisionmeeloon 0o 08

---------------------------------------------- Pasal 5 ~--emmmommemmeee
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat ----
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera -------
Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen. -----=------s-sccemmmmceeomeees

----- Pasal 6 --~-mo-meomo e
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini ------
dibayar oleh Pihak Kedua. =---===-memmmmemmmmaoomoo .

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para DI AR - oossnsussmnes o

1. Nyonya ' FARAH lahir di Malang, tanggal 11 Maret 1983, umur --
33 tahun, Warga Negara Indonesia, pegawai Notaris, bertempat tinggal di ---
Kabupaten Malang, |-
= o » priueganyg nartu landa Penduduk yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Malang Nomor : dan ----~-cceoee

2. Nona AULIA lahir di Malang, tanggal 15 Oktober 1988, umur-
27 tahun, Warga Negara Indonesia, pegawai Notaris, bertempat tinggal di —
Kabupaten Malang, ™ o ’

- T D 1.5 poiucgang nartu landa Penduduk yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Malang Nomor : © ...

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai
bukti kebenaran pernyataan vang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan ------
Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak
Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap
asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1
(satu) rangkap lemba: kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan -
Kabupaten Malang, untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual
beli dalam akta ini. --~===w=semmmmmeemee T

Akta Jual Beli 3 Hajaman 3 dari 4 Hala

Kuntjoro Wiwoho, SH ’

Daerah Kerja: Kabupaten Malang, %
)
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